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PUTUSAN
Nomor 17/PdtG/2014/PN Bt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negen Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata
pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
gugatan artara :
. MUHAMMAD IKHSAN HARIYADI, bertempat tinggal di Kranginan,
Mertosanan Kulon, RT.006, Desa Potorono, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantu, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada JOKO PITONO, SH., Adwkad yang
berkantor di  Perumahan Jai Bau Nol0 RT.08
Wonokromo, Pleret, Bantul berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 29 April 2014, selanutnya disebut
sebagai Penggugat | Kormvensi/ Tergugat | Rekorvensi;
Il. NYONYA UUN SUMARNI, bertempat tinggal di Kranginan, Mertosanan
Kulon, RT.006, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul, dalam hal ink memberikan kuasa kepada
JOKO PITONO, SH, Adwkad vyang berkantor di
Perumahan Jati Baru No.10 RT.08 Wonokromo, Pleret,
Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April
2014, selanutnya disebut sebagai Penggugat I Konvensi/
Tergugat I Rekonvensi;
lawan :

. IMAM TEGUH SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Garuda UH 3/201
B, RT010 RW.002 Keluahan Tahunan, Kecamatan
Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanumnya disebut sebagai
Tergugat | Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Il. MUHAMMAD SUNDORO YUSTRIA SETYABUD/ MUHAMMAD
PRIHARTO YUSTRIA SETYABUDI, dahulu beralamat di
Jalan Bimo Kurdo Nomor 13 Sapen, Kota Yogyakarta dan
sekarang bertempat tinggal di Jalan Mas Raya Nomor 6
Perumnas 2 Karawaci, Kelurahan Bencongan, Kecamatan
Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada HELLE SULISTYO,
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SH., Adwkad yang berkantor di Mrisi RT.04 Tirtonimolo
Kasihan Bantul berdasarkan Suwat Kuasa Khusus
tetanggal 20 Agustus 2014, selanutnya disebut sebagai
Tergugat I Konvensi;

lI. NYONYA LUSIA AYU KUSUMASARI, dahulu beralamat di Jn. Bimo
Kudo No.13 Sapen, Kota Yogyakata dan sekarang
bertempat tinggal di Jn. Mas Raya No6 Pemumnas 2
Karawaci, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua
Kabupaten Tangerang, Provinsi Barten, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada HELLE SULISTYO, SH,
Adwokad yang berkantor di Mrisi RT.04 Tirtonirmolo Kasihan
Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20
Agustus 2014, selanutnya disebut sebagai Tergugat I
Konvensi;

IV.BAMBANG KUSINDARTO, SARJANA HUKUM, selaku Notaris di
Bantu, yang beralamat di desa Glondong-Kertopaten, Desa
Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantu,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, balhwa Penggugat dengan suwrat gugatan tertanggal 02 Mei

2014, yang diteima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

Bantul pada tanggal 02 Mei 2014 dalam Register Nomor 17/PdtG/2014/PN.Bt. telah

mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalildall gugatan yang pada

pokokrnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat | adalah masih saudara sepupu dengan Tergugat Il dan
terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Penggugat | sering
membantu pekerjaan Tergugat I mengenai property, karena usaha Tergugat I
adalah dibidang property dan reklame di wilayah Jakarta;

2. Bahwa Penggugat Il adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah dan bangunan
rumah Sertipikat Hak Milik No.03779/Potorono, Surat Ukur
No.02370/Potorono/2009, tanggal 29 Aprl 2009, luas : 448 M2, atas nama UUN
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SUMARNL, vyang teretak di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul;

3. Bahwa semula Tergugat | pada tanggal 29 Oktober 2012, pemah meminam
Sertipikat Hak Milik atas tanah miik Penggugat I, yakni Sertipikat hak Milk
No.03779/Potorono, Surat Ukur No.02370/potorono/2009, tanggal 29 Aprl 2009,
luas : 480 M2, atas nama UUN SUMARNI, atas sebidang tanah dan bangunan
rumah, yang terletak di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten
Bantul, untuk dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat |;

4. Bahwa Penggugat | tdak mengetahui sama sekali bagaimana pembicaraan
antara Tergugat | dengan Tergugat Il mengenai hutang piutang tersebut, tetapi
tiba — tiba Tergugat I menyuruh kepada Penggugat | untuk menada — tangani
Pefjianjan Hutang — Piutang Dengan Jaminan tersebut sebesar Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah) dengan Tergugat | dan sebagai barang jaminannya adalah
Sertipikat Hak Milk atas tanah sebagaimana tersebut diatas, tetapi Penggugat |
tidak menerima uangnya dari hasil pinaman tersebut dan yang menerima adalah
Tergugat Il. Akhimya Tergugat II melunasi pinaman tersebut kepada Tergugat
I, juga mengembalikan sertipikat tersebut kepada Penggugat | tepat wakiu,
sehingga sudah tidak ada masalah;

5. Bahwa kemudian kurang lebih pada awal bulan Februari 2013, Tergugat i
yang didukung Tergugat Il selaku isterinya telah mengatakan kepada
Penggugat I, bahwasanya Tergugat |I mendapat borongan proyek
pembangunan Hotel Maryn 4 lantai di Jakarta, akan tetapi modal berupa uang
yang dimiiki oleh Tergugat Il belum mencukupi dan masih ada kekurangan,
maka Tergugat I bemmaksud akan meminam uang lagi kepada Tergugat |,
seperi hutang yang sudah lunas yakni harus dengan jaminan berupa sertipikat
tanah;

6. Bahwa berhubung Tergugat Il belum juga mempunyai sertipikat tanah, maka
akhimya meminta kepada Penggugat | dan Penggugat Il agar dipinami lagi
Sertipikat tanah milik Penggugat Il yakni Sertipikat Hak Milik No.03779, Surat
Ukur No.02370/Potorono/2009, tanggal 29 April 2009, luas : 448 M2, atas nama
UUN SUMARN|, untuk dijadikan barang jaminan hutang darn/atau untuk mencari
pinaman uang kepada Tergugat I, yang mana Tergugat Il beranj akan
mengembalikan ~ Sertipikat Hak Milk No.03779/Potorono  tersebut  kepada
Penggugat | dan Penggugat Il paling lambat bulan Juli 2013;

7. Bahwa sebenamya Penggugat | dan Penggugat I merasa berat untuk
meminamkan sertipikat tersebut kepada Tergugat |, karena sertipikat tanah
tersebut adalah satu — satunya milik Penggugat Il dimana diatas tanah yang
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bersertipikat tersebut telah didirkan bangunan rumah  sebagai tempat tinggal
satu — satunya bagi Penggugat | dan Penggugat Il beserta anak — anaknya,
tetapi Tergugat 1l yang didukung oleh Tergugat Il selaku isterinya selalu
membuuk dan mendesak kepada Penggugat | agar dipinami sertipikat lagi
unik jaminan hutang kepada Tergugat |, dengan mengatakan bahwa Tergugat
II dan Tergugat Il berjanji dengan jelas dan tegas bahwa Sertipikat Hak Milk
tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat | dan Penggugat Il paling lambat
pada bulan Juli 2013;

8. Bahwa akhimya Penggugat | dan Penggugat Il terpengaruh perkataan —
perkataan darvatau bujuk rayu dari Tergugat Il yang didukung oleh Tergugat |l
selaku isterinya untuk menyerahkan Sertipikat Hak milik  No.03779/Potorono,
Surat Ukur No0.02370/Potorono/2009, tanggal 29 Aprl 2009, atas nama UUN
SUMARNI atas sebidang tanah dan bangunan rumah seluas : 448 M2, yang
terletak di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul tersebut,
dimana Tergugat I menjamin bahwa Tergugat Il akan melunasi hutangnya
kepada Tergugat | tepat waktu dan sertipikat beseria tanahnya tidak akan
terlelang dar/atau terjual;

9. Bahwa oleh Tergugat Il yang didukung oleh Tergugat Il selaku isterinya dengan
jani — jani yang muluk tersebut, akhimya berhasil menggerakkan Penggugat |
dan Penggugat Il untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.03779/Potorono,
Surat Ukur No.02370/Potorono/2009, atas nama UUN SUMARNI atas sebidang
tanah seluas : 448 M2, vyang teretak di Desa Potorono, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul tersebut kepada Tergugat II;

10. Bahwa akhimya Panggugat | dan Penggugat Il pada tanggal 13 Februari 2013
telah  menyerahkan Seripkat Hak Miik No.03779/Potorono, Surat  Ukur
No.02370/Potorono/2009, atas nama UUN SUMARNI atas sebidang tanah dan
bangunan rumah seluas : 448 M2, yang terletak di Desa Potorono, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul tersebut kepada Tergugat II;

11. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013, tba — tiba Penggugat | disuruh oleh
Tergugat I untuk menanda — tangani Pefanjan Hutang Piutang Dengan
Jaminan, untuk hutang Tergugat Il kepada Tergugat |, unuk tahap pertama
adalah sebesar Rp.100.000.000,- dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan
rumah, Sertipikat Hak Milik No.03779/Potorono, Surat Ukur
No.02370/Potorono/2009, tanggal 29 Aprl 2009, luas : 448 M2, atas nama UUN
SUMARNL, vyang terletak di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantu, kemudian pada tanggal 1 Maret 2013 sebagai pinaman
tambahan dari Tergugat | selaku kreditur kepada Tergugat Il sebagai debitur
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sebesar Rp. 50.000.000 (ima puuh juta rupiah), untuk uang pinaman kedua
tahap tersebut oleh Tergugat | diserahkan dan/atau diterimakan langsung
kepada Tergugat Il sendiri;

12. Bahwa bagaimana pembicaraan sebelum tefadinya pefjanjan tersebut,
Penggugat | dan Penggugat Il tidak mengetahuinya sama sekali, Penggugat |
dan Penggugat I tahu — tahu hanya disuuh tanda tangan dalam Surat
Perjanjan tersebut dan yang melakukan pembicaraan baik sebelum perajian
ditanda — tangani dan pada saat peranjan ditanda — tangani  maupun
sesudahnya adalah Tergugat Il dengan Tergugat | yang langsung berhubungan
dan berkomunikasi sendiri tanpa melibatkan Penggugat | dan Penggugat Il
Begitu pua uangnya yang menerima adalah Tergugat 1l langsung dan
seluruhnya;

13. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2013, Tergugat | dan Tergugat Il telah
membujuk dan mendesak serta mengajak pada Penggugat | dan Penggugat |l
untuk datang ke Notaris yakni Turut Tergugat, temyata Penggugat | dan
Penggugat Il hanya disuruh menanda — tangani lagi Surat Pernyataan Hutang
Dan Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Hutang dan Akta Kuasa
Menjual Tanah dihadapan Notaris BAMBANG KUSINDARTO, SARJANA
HUKUM / Turut Tergugat. Dimana Tergugat | mengatakan beruang kali, jika
Penggugat | dan Penggugat I mau menanda — tangani Surat tersebut,
Tergugat | beranji dan menjamin ftidak akan menjual ataupun melelang atas
tanah milik Penggugat Il tersebut;

14. Bahwa oleh Tergugat | dengan janj — janj yang muluk tersebut, akhirmya berhasil
menggerakkan Penggugat | dan Penggugat I untuk datang ke Notaris
BAMBANG KUSINDARTO, SARJANA HUKUM / Turut Tergugat untuk
menanda — tangani Surat Pernyataan Hutang Dan Perpanjangan Jangka
Waktu Pembayaran Hutang, No.0l, tanggal 08 Juli 2013 dan Akta Kuasa
Menjual Tanah No0.02, tanggal 08 Juli 3013, keduanya dibuat oleh dan
dihadapan BAMBANG KUSINDARTO, SARJANA HUKUM, Notaris di Bantul /
Turut Tergugat, sementara sesuai dengan facta yang sebenamya Penggugat |
dan Penggugat Il sebelumnya tidak pemah sama sekali ada pembicaraan
hutang piutang tersebut dengan Tergugat |, sesuai facta yang sebenamya
Penggugat | dan Penggugat I tidak pemah mempunyai hutang uang kepada
Tergugat | dengan jaminan tanah miik Penggugat Il tersebut, kemudian
Penggugat | dan Penggugat Il juga tidak pemah sama sekali menerima uang
dar Tergugat |;

halaman 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat | dan Tergugat Il mengetahui benar jka yang melakukan
hubungan hukum pinam meminam uang sesuai dengan kenyataan dan/atau
facta yang sebenamya adalah antara Tergugat | dengan Tergugat Il tersebut,
baik mengenai pembicaraan sebelum dilakukan pinam meminam uang, dan
pembicaraan pada saat Tergugat | menyerahkan uang kepada Tergugat Il atau
pembicaraan sesudah penerimaan uang dan akhimya telah lewat waktu jatuh
tempo sehingga terjadi kemacetan dalam pengembaliannya, akan tetapi anehrya
secara tertulis bahwa Tergugat | dan Tergugat Il selalu menyuuh kepada
Penggugat | dan Penggugat Il untuk menanda — tangani surat Perjanjan, surat
Pemyataan maupun Akta Kuasa Menjual Tanah miik Penggugat I, kemudian
telah terjadi kemacetan, temyata yang disurun uniuk mengembalikan hutang
tersebut adalah Penggugat | dan Penggugat Il, maka perbuatan Tergugat | dan
Tergugat Il tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa dengan demikian apa yang tertera dan tertuis pada isi perjanjian di
bawah tangan tertanggal 25 Februari 2013 maupun Surat Pernyataan
Hutang Dan Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Hutang No.01,
tanggal 08 Juli 2013 serta Akta Kuasa Menjual Tanah No0.02, tanggal 08 Juli
2013 yang keduanya dibuat oleh dan dihadapan BAMBANG KUSINDARTO,
SARJANA HUKUM, Notaris di Bantul (Turut Tergugat) adalah tidak sesuai
dengan keadaan dan facta yang sebenamya dan oleh karenanya merupakan
perbuatan hukum pura — pura (Schjn handeling), juga terbuki adanya
penyalah gunaan keadaan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Tergugat | dan Tergugat Il kepada Penggugat | dan Penggugat Il tersebut;

17. Bahwa oleh karenanya, maka Surat Pernyataan di bawah tangan tertanggal
25 Februari 2013 maupun Surat Pernyataan Hutang Dan Perpanjangan
Jangka Waktu Pembayaran Hutang No.0l1, tertanggal 08 Juli 2013 serta Akta
Kuasa Menjual Tanah No0.02, tertanggal 08 Juli 2013 dan/atau segala
perbuatan hukum sepanang yang melibatkan Penggugat | dan Penggugat i
adalah batal demi hukum (neitig) danatau setidak — tidaknya dinyatakan batal
serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

18. Bahwa lagi puia Penggugat | maupun Penggugat Il sera sebidang tanah dan
bangunan rumah milik Penggugat I, seluas : 448 M2, yang terletak di Desa
Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berkut Sertipikat Hak
Milik No.03779/Potorono, Surat Ukur No.02370/Potorono/2009, tanggal 29 Apiil
2009, sudah seharusnyalah dikeluarkan dar hubungan hukum hutang piutang
antara Tergugat | dengan Tergugat Il tersebut dan untuk Sertipikat Hak Milik
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tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat | dan Penggugat Il sebagai
pemiliknya;

19. Bahwa pada tanggal tanggal 17 Oktober 2013, kemudian pada tanggal 20-
Nopember 2013 atas permohonan dan pengaduan dari Penggugat | dan
Penggugat Il demi untuk menyelamatkan sertipikat Hak Milik No.03779/Potorono
milik Penggugat Il tersebut telah mengajukan pemblokiran kepada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bantu, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul juga
telah melakukan mediasi bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
yang dihadiri oleh Tergugat | dan Tergugat Il serta Penggugat | dan Penggugat
Il, dan dalam pembicaraan itu pada ininya antara Tergugat | dan Tergugat I
saling mengakui bahwa yang sebenamya melakukan hubungan hukum hutang
piuang tersebut adalah antara Tergugat | dengan Tergugat Il, sehingga antara
Tergugat | dengan Tergugat |l tersebut telah melakukan tawar menawar
mengenai jumiah hutang yang harus dikembalikan dari  Tergugat Il kepada
Tergugat |, tetapi belum menemui fitk temu;

20. Bahwa berdasarkan hal — hal sebagaimana tersebut diatas, maka sebagai akibat
indakan Tergugat | dan Tergugat Il serta Tergugat I, maka Penggugat | dan
Penggugat Il sangat dirugikan terlebih dengan upaya — upaya dari Tergugat |
selama ini untiuk menual sebidang tanah dan bangunan rumah, Sertipikat Hak
Milik No.03779/Potorono, Surat Ukur No.02370/Potorono/2009, seluas : 448 M2,
atas nama UUN SUMARN| yang teretak di Desa Potorono, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantu, maka sangat beralasan menurut hukum
apabila dalam perkara ini Penggugat | dan Penggugat I memohon agar
pengadilan memutuskan dalam:

Provisi

Melarang Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Il dan Turut Tergugat, selama
pemeriksaan perkara ini berangsung melakukan tindakan — tindakan dan/atau
memohonkan suatu tindakan dan sifat dan tuuanmya merupakan tindakan
pelaksanaan penualan kepada pihak lain serta membalik nama atas sebidang
tanah dan rumah miik Penggugat I, Sertipikat Hak Milik No.03779/potorono,
Surat Ukur No.02370/Potorono/2009, seluas : 448 M2, atas nama UUN
SUMARNL vyang terletak di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul, dengan ketentuan apabila Tergugat I, Tergugat ll, Tergugat
Il dan Turut Tergugat melanggar penntah tersebut secara tanggung — renteng
dihukum uniuk setiap kali pelanggran dengan uang paksa sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus.;
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21. Bahwa untuk Tergugat lll sebagai kebersamaan harta darnvatau sebagai isteri
dari Tergugat Il secara hukum harus ikut bertanggung jawab atas hutang dari
Tergugat Il selaku suaminya kepada Tergugat | tersebut.

22. Bahwa Turut Tergugat, yang menerbitkan Surat Pernyataan Hutang Dan
Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran No.01, tanggal 08 Juli 2013 dan
Akta Kuasa Menjual Tanah No0.02, tanggal 08 Juli 2013, maka harus dihukum
uniuk tunduk dan taat serta membantu pelaksanaan putusan dalam perkara ini.

23. Bahwa gugatan Penggugat | dan Penggugat Il ini berdasarkan bukii — buki
yang syah dan berharga, oleh karenanya sudah sepantasnyalah jika Pengadilan
Negeri Bantu mengabukan gugatan Penggugat dan menyatakan putusan
tersebut dapat dilaksanakan teriebih dahulu meskipun ada banding, kasasi serta
upaya — upaya hukum lainnya dari Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Il dan
Turut Tergugat.

24. Bahwa usaha — usaha penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat dicapai
lagi, maka Penggugat | dan Penggugat I memohon agar Pengadilan Negeri
Bantul berkenan memanggil para pihak untuk menyidangkan perkara ini dan
berkenan pua mengadili :

Dalam Provisi :

Melarang Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Il serta Turut Tergugat selama

pemeriksaan perkara ini berangsung melakukan tindakan — tindakan darvatau

memohonkan suatu tindakan baik dalam sifat atau tuuannya merupakan

indakan pelaksanaan penjualan kepada pihak lain serta membalik nama atas

sidang tanah dan bangunan rumah miik Penggugat Il, Sertipikat Hak Milik

No.03779/Potorono, Surat Ukur No.02370/Potorono/2009, tanggal 29 April 2009,

seluas : 448 M2, atas nama UUN SUMARN| vyang teretak di Desa Potorono,

Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantu, dengan ketentuan apabila

Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Il dan Turut Tergugat melanggar perintah

tersebut secara tanggung — rentang dihukum untiuk setiap kali pelanggaran

dengan uang paksa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dapat

ditagih seketika dan sekaligus.

Primair :

1. Menefima dan mengabukan gugatan Penggugat | dan Penggugat Il untuk
seluruhnya;

2. Meretapkan bahwa Tergugat |, Tergugat I dan Tergugat Il telah
melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat |
dan Penggugat Il dengan membuat perjanjian pura — pura ( Schjn

handeling ) seolah — olah Penggugat | dan Penggugat II mempunyai
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hutang kepada Tergugat | sebagaimana Perjanjian di bawah tangan yakni
Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan tanggal 25 Februari 2013
dan sebagaimana Surat Pernyataan Hutang Dan Perpanjangan Jangka
Waktu Pembayaran Hutang No.01, tanggal 08 Juli 2013 serta Akta
Kuasa Menjual Tanah No0.02, tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat oleh dan
dihadapan Bambang Kusindarto, Sarjana Hukum, Notaris di Bantul /
Turut Tergugat, yang sangat bertentangan dengan keadaan dan/atau facta
yang sebenarnya;

3. Meretapkan bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan
tanggal 25 Februari 2013 antara Penggugat | dengan Tergugat | dan
Surat Pernyataan Hutang Dan Perpanjangan Jangka Waktu
Pembayaran Hutang No.0l1, tanggal 08 Juli 2013 serta Akta Kuasa
Menjual Tanah No0.02, tanggal 08 Juli 2013, yang keduanya dibuat oleh
dan dihadapan Bambang Kusindarto Sarjana Hukum, Notaris di Bantul
[Turut  Tergugat, adalah batal demi hukum (neitiq) danatau tidak
mempunyai kekuatan hukum;

4. Menretapkan bahwa hubungan hukum Hutang Piutang yang sebenamya
teriadi sesuai dengan perttwa dan factanya adalah antara Tergugat |
sebagai kreditur dengan Tergugat Il sebagai debitur;

5. Menetapkan bahwa Penggugat Il adalah syah sebagai pemilk atas sebidang
tanah dan bangunan rumah, Sertipikat Hak Milik No.03779/Potorono, Surat
Ukur No.02370/Potorono/2009, tanggal 29 April 2009, luas : 448 M2, atas
nama UUN SUMNATI, yang teretak di Desa Potorono, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam point 2 posita;

6. Menghukum kepada Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Il secara
tanggung — renteng untuk mengeluarkan  Sertipkat Hak  Milk
No.03779/Potorono, Surat Ukur No.02370/Potorono/2009, atas nama UUN
SUMARNI atas sebidang tanah dan bangunan rumah, seluas 448 M2, yang
tefetak di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bartul
tersebut dan bebas dari segala bentuk perikatan jaminan apapun dan
siapapun juga dan memnyerahkan kepada Penggugat | dan Penggugat |
paling lambat 14 hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, jka periu
dengan bantuan alat Negara;

7. Menghukum Turut Tergugat unik tunduk dan taat serMa membantu
pelaksanaan putusan perkara ini;
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8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terebih dahuiu
meskipun ada banding, kasasi serta upaya — upaya hukum lainnya dari
Tergugat |, Tergugat Il Tergugat lll, serta Turut Tergugat;

9. Menghukum Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Il dan Turut Tergugat
secara tanggung — renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil — adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat |
Konwvensi/ Tergugat | Rekonvensi dan Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi
datang menghadap kuasanya JOKO PITONO, SH., Adwkad/ Penasehat Hukum
yang berkantor di Perumahan Jati Baru, Nomor 10 RT.08 Wonokromo Pleret Bantul,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Aprl 2014, dan untuk Tergugat |
Konvensi/ Penggugat Rekorvensi menghadap sendiri di persidangan, untuk Tergugat
I Komvensi dan Tergugat I Konvensi datang menghadap kuasanya, HELLE
SULISTYO, SH., Adwkad/ Penasehat Hukum yang berkantor di Mrisi RT.04
Tionimolo, Kasihan, Bantu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  tertanggal 20
Agustus 2014, dan untuk Turut Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan agar kedua belah
pihak yang bemerkara melakukan perdamaian guna menghentikan sengketa diantara
mereka dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan proses
mediasi sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik
Ihdonesia Nomor 1 Tahun 2008, dan karena di dalam lingkungan Pengadilan Negeri
Bantul belum ada mediator sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah
Agung Republik Ihdonesia Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, dan Para Penggugat
Konvensi/ Para Tergugat Rekorvensi maupun Tergugat | Konvensi/  Penggugat
Rekonvensi, Tergugat I Kormvensi, Tergugat Il Korvensi dan Tuut Tergugat
Konvensi menyerahkan sepenuh mengenai  penunukkan Hakim Mediator kepada
Majelis Hakim, maka selanumnya Ketua Majelis Hakim menunuk dan menetapkan
SULISTYO M. DWI PUTRO, SH, sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan
Nomor 17/PenPdt/2014/PN Bt tertanggal 03 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan
Mahkamah Agung Republk Ihdonesia Nomor 1 Tahun 2008, setelah mediator
menyatakan kedua belah pihak gagal mencapai perdamaian sebagaimana tersebut
dalam surat laporan mediator tertanggal 19 Juni 2014 maka pemeriksaan perkara ini

dilanutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para
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Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan Para Penggugat Konvensi/

Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Korvensi tersebut
selanutnya Tergugat | Konvensi/ Penggugat Rekonvensi  telah memberikan jawaban
di persidangan pada tanggal 16 September 2014 yang pada pokoknya sebagai
berikut
1. Bahwa Tergugat I dalam korvensi pemah datang menemui Tergugat | dalam

konvensiPenggugat | dalam rekorvensi minta dipinami  Hutang tetapi oleh
karena Tergugat I dalam korvensi  tidak mempunyai jaminan untuk pelunasan
hutang, maka  permmintaan pinam tersebut ditolak  oleh Tergugat | dalam
kornvensiPenggugat | dalam  rekomnvensi dan  Tergugat | dalam
konvensiPenggugat | dalam rekonvensi selaku Kreditr ~ mengatakan mau
memberikan pinaman hutang dengan syarat bilamana yang meminam hutang
tersebut kedudukannya bukan sekedar hanya debitr saja tetapi  peminam
uang harus dalam kedudukannya sebagai Debitur  sekaligus sebagai pemilik
Jaminan;

2. Bahwa umk pinam uang tersebut Tergugat I dalam komvensi  kemudian

berunding kepada Penggugat | dan Penggugat I dalam korvensi/ Tergugat |
dan Tergugat I dalam rekorvensi (saudara sepupu —pemilk jaminan) dan
kemudian datang dan mohon kepada Tergugat | dalam konvensi/ Penggugat |
dalam rekorvensi  untuk  memberikan pinaman huang  untuk kepentingan
modal usaha Tergugat I dalam korvensi (sdr sepupunya). dengan
menggunakan obyek jaminan sebidang tanah berkut bangunan rumah — milik
Penggugat II dalam kovensi/ tergugat I dalam rekonvensi;
Sebelum memberikan pinaman hutang  tersebut Tergugat | dalam
konvensiPenggugat | dalam rekonvensi telah memberikan penjelasan kepada
Penggugat | dan Penggugat I dalam konvensi/ Tergugat | dan Tergugat I dalam
rekonvensi  tentang segala resiko yang terjadi bilamana terjadi wanprestasi
(hutang tidak bisa dikembalikan termasuk eksekusi barang jaminan);

3. Bahwa meskipun yang akan menggunakan pinaman tersebut Tergugat I maka
uniuk melindungi jaminan pelunasan hutang kreditumya, maka atas pemintaan
Tergugat | dalam korvensi/ Penggugat | dalam rekorvensi dan telah disetujui
oleh Penggugat | dan Penggugat I dalam konvensi/ Tergugat | dan Tergugat |l
dalam rekomvensi, kemudian dibuat Perjanjan Hutang Piutang Dengan Jaminan,
yang dibuat dibawah tangan bemmeteri cukup tertanggal 25 Februari 2013 dan
Surat Pemyataan Pengakuan Hutang dan kemudian dilanjutkan dengan
Pengakuan Hutang Dan Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Hutang dan
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Akta Kuasa Menjual Tanah yang dibuat dihadapan BAMBANG KUSNDARTO,
SH, Notaris di Bantul tertanggal 08 Jui 2013, dibawah nomor : 01 dan 02,
dengan subyek perjanjian yang telah disetujuildisepakati bersama dimana
pihak Tergugat | dalam konvensi/Penggugat | dalam rekonvensi  sebagai
Kreditur dan Penggugat | dan Penggugat Il dalam konvensi/ Tergugat |
dan Tergugat Il dalam rekonvensi sebagai Debitur yang bertanggung
jawab atas pelunasan hutangnya. Dan unik jaminan pelunasan hutang
berupa sebidang tanah berkut bangunan yang berdiri diatasnya tersebut
didalam hak milk Nomor : 03779/ Potorono, Surat Ukur No 02370/Potorona,
selias 448 M2, atas nama UUN SUMARNL (penggugat Il dalam konvensi/
Tergugat | dalam rekomvensi), teretak di desa Potorono, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul;

Dengan demikian maka gugatan Penggugat | dan Penggugat I dalam
konvensi/ Tergugat | dan Tergugat II dalam rekorvensi  yang menyatakan bahwa
isi perjanjan dibawah tangan tertanggal 25 Februari 2013 maupun Surat
Pemyataan Hutang Dan Jangka Wakiu Perpanangan Pembayaran Hutang No
01 tanggal 08 Juli 2013 serta Akta Kuasa Menjual Tanah No 02 tertanggal 08 juli
2013 yang dibuat dihadapan BAMBANG KUSINDARTO, SH, Notaris di Bantul
adalah merupakan perbuatan hukum pura (Schin handeling) adalah tidak terbukt
(idak benar), karena dibuat dihadapan penjabat yang bemenang,  dibuat
berdasarkan menunit keadaarfacta yang sebenamya, dibuat oleh para pihak
dalam keadaan sadar tanpa ada paksaantekanan maupun unsur penipuan dari
pihak manapun serta dibuat menurut ketentuan undang undang yang berlaku.

4. Bahwa Perfanjan Hutang Piutang yang dilakukan antara Penggugat | dan
Penggugat I dalam komensi/ Tergugat | dan Tergugat I dalam rekonvensi
dengan Tergugat | dalam korvensi/Penggugat | dalam rekonvensi  bukan hanya
terjadi sekali saja, tetapi sebelumnya pemah terjadi  yaitu dilakukan dihadapan
NY. PUJI ASTUTI, Notaris di Jalan Dr. SUTOMO Kotamadya Yogyakarta, dan
dalam membuat Perjajian Hutang Piutang tersebut Penggugat | dan Penggugat
I dalam korvensi/ Tergugat | dan Tergugat I dalam rekonvensi  hadir dan
menanda tangani serta menyerahkan sendiri sertifikat yang dijadikan jaminan
dan pinaman/ hutangnya sudah dikembalikan/dilunasi seluruhnya;

Sedang Pernjanjan hutang dibawah tangan dibawah tangan tertanggal 25
Februari 2013 yang kemudian dipempanang dengan Surat Pemyataan Hutang
Dan Jangka Wakiu Pembayaran Hutang No 01 tanggal 08 Juli 2013 serta Akta
Kuasa Menual Tanah No 02 tertanggal 08 jui 2013 yang dibuat dihadapan
BAMBANG KUSINDARTO, SH, Notaris di Bantul tersebut adalah kelanjutan
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atau merupakan pinaman yang kedua  yang diberikan Tergugat | dalam
konvensi/Penggugat | dalam rekonvensi sebagai Kreditur kepada Penggugat |
dan Penggugat II dalam konvensi/ Tergugat | dan Tergugat I dalam rekonvensi
dalam kedudukannya sebagai Debitr;

5. Bahwa uniuk pemberian pinaman tersebut maka atas permintaan  pemintaan

tergugat | dalam korvensiPenggugat | dalam rekorvensi dan disetuju oleh
Penggugat | dan Penggugat I dalam konvensi/ Tergugat | dan Tergugat I dalam
rekonvensi, maka didalam Perjanjan Hutang dengan Jaminan untuk pinaman
pertama dan pinaman kedua telah disetjui dan disepakat bersama bahwa
Tergugat | dalam  korvensi/ Penggugat | dalam rekorvensi sebagai Kreditur
dan Penggugat | dan Penggugat II dalam korvensi/ Tergugat | dan Tergugat |
dalam rekonvensi dalam kedudukannya sebagai Debitur sekaligus pemilik
jaminan;
Perjanjan hutang tersebut dituangkan dalam Perjanjan Hutang Piutang Dengan
Jaminan, yang dibuat dibawah tangan bemmeteri cukup tertanggal 25 Februari
2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan kemudian setelah
jangka waktu akan berakhir diperpanjang dengan Surat Pemyataan Hutang Dan
Perpanjangan Jangka Wakiu Pembayaran Hutang No 01 tanggal 08 Juli 2013
serta Akta Kuasa Menual Tanah No 02 tertanggal 08 juli 2013 yang dibuat
dihadapan BAMBANG KUSINDARTO, SH, Notaris di Bantul;

6. Bahwa pemyataan atau pengakuan Penggugat | dan Penggugat I dalam
konvensi/Tergugat | dan Tergugat I dalam rekomvensi yang didalam gugatan
menyatakan tdak mengetahu sama sekali bagaimana pembicaraan antara
Tergugat | dalam korvensiPenggugat | dalam rekonvensi dan Tergugat |
dalam korvensi mengenai hutang piutang tersebut, tetapi tiba tiba Tergugat |
dalam konvensiPenggugat | dalam rekonvensi memyuruh kepada Penggugat |
dan Penggugat I dalam korvensi/Tergugat | dan Tergugat I dalam rekonvensi
uniuk menanda tangani Pefjanjan Hutang dengan Jaminan tersebut  adalah
kebohongan dan tidak benar sama sekali, karena merupakan kelanjutan dari
perjanjan Perjanjan Hutang dengan Jaminan vyang dibuat sebelumnya dengan
subyek dan obyek jaminan yang sama. yang mana sebelum membuat
peranjan telah  dilakukan perundingan terlebih dahulu antara Penggugat |
dan Penggugat I dalam konvensi/ Tergugat | dan Tergugat I dalam rekorvensi
sebagai Debitur sekaligus pemilik Jaminan, dan Tergugat | dalam
konvensiPenggugat | dalam rekonvensi sebagai Kreditur serta Tergugat |l
dalam konvensi;
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Sebagai buki buki ~ yang mendukung  kebohongan  Penggugat | dan

Penggugat I dalam korvensi/ Tergugat | dan Tergugat I dalam rekormvensi yang

didalam gugatan menyatakan tidak mengetahui sama sekali bagaimana

pembicaraan antara Tergugat | dalam konvensi/ Penggugat | dalam rekonvensi
dan Tergugat I dalam kormvensi mengenai hutang piutang tersebut adalah
sebagai berikut :

6.1. Penanjan Hutang Piutang Dengan Jaminan, yang dibuat dibawah tangan
bemeteri cukup tertanggal 25 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani
oleh para pihak dan yang kemudian diperpaniang dengan Surat Pemyataan
Hutang Dan Pemanangan Jangka Wakiu Pembayaran Hutang No 01
tanggal 08 Jui 2013 serta Akia Kuasa Menjual Tanah No 02 tertanggal 08
jui 2013 yang dibuat dihadapan BAMBANG KUSINDARTO, SH, Notaris di
Bantu merupakan  Pefjanjan Hutang Piutang vyang kedua (kelanutan dari
hutang pistang yang pertama) yang mana dengan subyek dan obyek
jaminannya sama yaitu miik atau atas nama Penggugat I dalam kornvensi/
tergugat I dalam rekowvensi;

6.2. Mengenai subyek dan obyek jaminan dalam Peranjan Hutang dengan nama
Penggugat | dan Penggugat I dalam korvensi/ Tergugat | dan Tergugat |l
dalam rekorvensi  sebagai Debitur tersebut atas permintaan Tergugat |
dalam konensiPenggugat | dalam rekonvensi dengan maksud untuk
menjamin kepastian pembayaran pelunasan hutangnya. dan hal  tersebut
telah disetuyui dan disepakati dengan menyerahkan sendin Sertifikat yang
dijadikan jaminan hutang yang mana penyerahannya dilakukan sendin oleh
Penggugat | dan Penggugat I dalam konvensi/Tergugat | dan Tergugat |l
dalam rekomvensi  kepada Tergugat | dalam korvensiPenggugat | dalam
rekorvensi selaku Kreditur;

Kesimpulan :

6.2.1. Berdasarkan Pefjanjan  Hutang  Piuang Dengan  Jaminan
yang dibuat dibawah tangan bemmeteri cukup tertanggal 25  Februari
2013 vyang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan yang
kemudian diperpanjang dengan Surat Pemyataan Hutang Dan
Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Hutang No 01 tanggal 08
Juii 2013 serta Akta Kuasa Menjual Tanah No 02 tertanggal 08 juli
2013 yang dibuat dihadapan BAMBANG KUSINDARTO, SH, Notaris
di Banul tersebut secara yuridis yang melakukan hubungan hukum
adalah Tergugat | dalam komvensi/Penggugat | dalam rekonvensi
sebagai Kreditr dan Penggugat | dan Penggugat I dalam
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konvensi/Tergugat | dan Tergugat I dalam rekonvensi  sebagai
Debitur/pemilik  jaminan, Dan berhubung Penggugat | dan
Penggugat I dalam kornvensi/ Tergugat | dan Tergugat I dalam
rekonvensi meminam uang kepada Tergugat | dalam
konvensiPenggugat | dalam rekonvensi tersebut  bermaksud
menolong dengan memberi bantuan modal  kepada Tergugat |
dalam konvensi  (sdr sepupunya), maka Penggugat | dan Penggugat
I dalam konensiTergugat | dan Tergugat I dalam rekonvensi
memohon bantuan  kepada Tergugat | dalam korvensi/Penggugat |
dalam rekonvensi (Kreditur) untuk menyerahkan uang hasil pinjaman
tersebut langsung  kepada Tergugat I dalam korvensi  melalui
transfer Bank;

6.2.2. Bagaimana mungkin Penggugat | dan Penggugat I dalam konvensi/
Tergugat | dan Tergugat II dalam rekorvensi  tidak mengetahui sama
sekali Perjanjan Hutang Piutang ini bilamana mereka dengan rela
tanpa ada tekanan /penipuan rela  menyerahkan sendiri sertifikat
obyek vyang dijadikan jaminan milknya kepada Tergugat | dalam
konvensi/ Penggugat | dalam rekornvensi  selaku Kreditur;

7. Bilamana kita cemmati didalam surat gugatan (mengenai duduk perkara) telah
diakui sendiri oleh Penggugat | dan Penggugat I dalam konvensi/ Tergugat | dan
Tergugat Il dalam rekonvensi bahwa:

7.1. Perjanjan Hutang Piutang ini  terjadi adanya motivasi atau keinginan
Penggugat | dan Penggugat || dalam konvensi/ Tergugat | dan Tergugat
I dalam rekornvensi yang  sering membantu pekeraan dengan cara
memberikan bantuan modal kepada Tergugat I dalam korvensi (saudara
sepupunya) dan Perjanjan Hutang Piutang ini merupakan  kelanjutan
(Huang Piutang kedua) pemah dibuat dengan subyek dan obyek jaminan
yang sama (point 1 dan poirt 5);

7.2. Sebelum pefjanjan hutang dibuat Penggugat | dan Penggugat I dalam
konvensiTergugat | dan Tergugat I dalam rekonvensi telah terjadi
perundingan dengan Tergugat I dalam korvensi. dan demi untuk menolong
kepentingan Tergugat I dalam konvensi telah diambil kesepakatan untuk
membuat Perjanjan Hutang Pistang Dengan Jaminan, yang dibuat dibawah
tangan bermeteri cukup tertanggal 25 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh para pihak yaitu Penggugat | dan Penggugat I dalam
konvensifTergugat | dan Tergugat I dalam rekorvensi sebagai Debitur/
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pemiik jaminan dan Tergugat | dalam konvensiPenggugat | dalam
rekonvensi  sebagai Kreditur;
Kesimpulan :
Perjanjan Hutang Piutang terjadi disebabkan karena adanya motivasikeinginan
dari Penggugat | dan Penggugat I dalam korvensi/ Tergugat | dan Tergugat Il
dalam rekomvensi  yang sering menolong/ membantu modal kerja kepada
Tergugat I dalam konvensi (sdr sepupunya). Sehingga sudah dipastkan bahwa
sebelum  membuat Pefianjan Hutang Pisang  antara Penggugat | dan
Penggugat I dalam konvensi/Tergugat | dan Tergugat I dalam rekornvensi dan
Tergugat | dalam komvensiPenggugat | dalam rekonvensi sudah benar
berunding serta mengetahui dan bertanggung jawab terhadap segala resiko
tefjiadi bilamana terjadi Wanprestasi. (jaminan di eksekusi);
Dengan demikian maka pemyataan Penggugat | dan Penggugat I dalam
konvensi/Tergugat | dan Tergugat | dalam korvensi yang tidak mengetahui
sama sekali tentang bagaimana pembicaraan sebelum terjadi Perjanjan Hutang
dan tahu tahu hanya disuuh tanda tangan didalam Perjanjan Hutang tersebut
adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenamya;

8. Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran hutang tersebut terjadi kemacetan
pembayaran bunga dan menelang berakhimya jangka wakiu Perjanjan Hutang
Piutang tersebut akan berakhir, kedua belah pihak sepakat untuk diperpanjang
dengan Peranjan Hutang Piutang baru dan atas pemmintaan Tergugat | dalam
konvensiPenggugat | dalam rekonvensi selaku  KreditLr, perpanjangan
perjanjan dibuat dihadapan Notaris dan disefuui oleh  Penggugat | dan
Penggugat I dalam konvensi/Tergugat | dan Tergugat | dalam rekorvensi
selaku Debitr dan yang kemudian diperpaniang dengan Surat Pemyataan
Hutang Dan Jangka Wakiu Pembayaran Hutang No 01 tanggal 08 Juli 2013
sera Akta Kuasa Menual Tanah No 02 tertanggal 08 jui 2013 yang dibuat
dihadapan BAMBANG KUSINDARTO, SH, Notaris di Barul;

9. Bahwa benar pada tanggal 08 Jui 2013 Tergugat | dalam korvensi/ Penggugat |
dalam rekonvensi dan  Penggugat I dan Penggugat I dalam konvensi/
Tergugat | dan Tergugat I dalam rekorvensi datang sendiri dihadapan Notaris
BAMBANG KUSINDARTO,SH. Notaris di Bantul (Turut Tergugat dalam
konvensi );

Kehadiran dihadapan Notaris tersebut tanpa ada desakanbujukan atau janj janij
yang muluk, tetapi atas kesadaran sendiri  dari Tergugat | dalam
kornvensiPenggugat | dalam rekonvensi dan Penggugat | dan Penggugat |
dalam korvensi/Tergugat | dan Tergugat 1 dalam rekorvensi membuat
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kesepakatan tentang solusi penyelesaian atas kemacetan pengembalian hutang

berikut bunga-bunganya, juga tentang akan berakhimya jangka  waktu

Perianjan Hutang, beserta  dengan kemungkinan yang akan terjadi bilamana

terjadi eksekusi Jaminan. Dan dar hasil kesepakatan dari para pihak maka

kemudian dibuatah Surat Pemyataan Hutang Dan Perpanjangan Jangka Wakiu

Pembayaran Hutang No 01 tanggal 08 Jui 2013 serta Akta Kuasa Menjual

Tanah No 02 tertanggal 08 Juli 2013;

10. Bahwa Penggugat | dan Penggugat I dalam konvensi/Tergugat | dan Tergugat |l
dalam rekonvensi sebelum menanda tangani Pemyataan Hutang Dan
Perpanangan Jangka Waktu Pembayaran Hutang serta Akta Kuasa Menjal
Tanah dihadapan Notaris telah diberikan keterangan secara jelas  tentang
segala sesuatu  yang berhubungan dengan maksud dan tuuan dilakukan
pembuatan pefjanjan perpanjangan  hutang, termasuk mengenai  status
kedudukannya, serta segala sesuatu resiko yang terfadi  bilamana terjadi
wanprestasi  dan segala sesuatu yang harus atau akan dilaksanakan bilamana
terjadi eksekusi jaminan;

Dan atas pengelasan dan keterangan yang diberikan oleh Notaris tersebut

Penggugat | dan Penggugat I dalam konvensi/Tergugat | dan Tergugat I dalam

rekonvensi  dihadapan Notaris mernyatakan bahwa Pefjanjan Piutang dengan

Jaminan tertanggal 25 Februari 2013 yang akan dibuat perpanjangan ini

menurut fakta nya memang benar benar tefiadi dan telah diketahui dan

ditandatangani Penggugat | dan Penggugat I dalam konvensi/Tergugat | dan

Tergugat I dalam rekonvensi. Perpaniangan Perjanjan Hutang Piutang dan Surat

Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dilakukan oleh

Penggugat | dan Penggugat I dalam korvensi/Tergugat | dan Tergugat I dalam

rekonvensi datang sendiri karena rasa tanggung jawab dan kesadaran sendiri,

tanpa buuk rayu atau janj jani muiuk dan menanda tangani akta pefanjan
dalam keadaan sadar tanpa ada tekananjpaksaan atau unsur penipuan dari
pihak lain;

11. Bahwa pengajuan gugatan Hutang Piutang terhadap Tergugat | dalam
konvensiPenggugat | dalam rekornvensi  salah  alamat, tidak jelas kabur tanpa
dasar hukum sama sekali, hal tersebut disebabkan karena :

11.1. Didalam perkara perjanjan Hutang Piutang ini status/ kedudukan  hukum
sudah jelas yaitu  Penggugat | dan Penggugat I dalam
konvensi/Tergugat | dan Tergugat I dalam rekorvensi  berstatus sebagai
Debitur sedang Tergugat | dalam konvensiPenggugat | dalam rekonvensi
dalam kedudukannya sebagai KrediturBagaimana mungkin  Tergugat |
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dalam konvensiPenggugat | dalam rekonvensi didalam perkara
Perjanjan Hutang Piutang vyang jelas status hukumnya didalam perjanjan
sebagai Kreditr (yang memberi pinaman) malah diajkan  sebagai
Tergugat | dalam konvensiPenggugat | dalam rekomvensi . Dan
seharusnya  lebih tepat bilamana Tergugat I dalam korvensi dan Tergugat
I dalam kormvensi lah yang didalam perkara ini  oleh Penggugat | dan
Penggugat I dalam konvensi/ Tergugat | dan Tergugat I dalam rekonvensi
digjukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana dengan tuntutan gant
rugi karena adanya delik pidana penipuan;

11.2. Pengajuan gugatan ini diajukan berdasarkan dalil dalil gugatan yang sama

sekali tidak sesuai dengan keadaan dan fakta fakta yang sebenamya dan
digjukan oleh  Penggugat | dan Penggugat I dalam konvensi/Tergugat |
dan Tergugat I dalam rekonvensi semata mata dengan tuuan untuk
menyelamatkan  sertifikat hak milknya yang akan di eksekusi untuk dijual
untuk pembayaran pelunasan hutang, dengan cara pemblokiran di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bantul;
Dan dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan maka maksud dan
tyuan dan Penggugat | dan Penggugat I dalam konvensi/Tergugat | dan
Tergugat I dalam rekonvensi tercapai, yaitu untuk menunda nunda proses
eksekusi agar supaya pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bantu  tetap berangsung dan eksekusi barang jaminan tidak dapat
dilaksanakan;

12. Bahwa berdasarkan hal —hal sebagaimana yang tersebut diatas maka sebagai
akibat dar tindakan Penggugat | dan Penggugat II dalam konvensi/Tergugat |
dan Tergugat I dalam rekormvensi tersebut selain mencemarkan nama baik
Tergugat | dalam korvensiPenggugat | dalam rekonvensi juga  merugikan
kepentingan Tergugat | dalam konvensiPenggugat | dalam rekonvensi  untuk
mengambil pelunasan, berupa hutang pokok, denda — denda dari Pelaksanaan
eksekusi  dar hasil penualan  sebidang tanah yang dijadikan berupa sebidang
tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya tersebut didalam hak milik Nomor
: 03779/ Potorono, Surat Ukur No 02370/Potorona, seluas 448 M2, atas nama
UUN SUMARN] terletak di desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten
Bantu;

Dan uniuk menyelesaikan didalam perkara gugatan ini, maka berdasarkan jawaban

gugatan yang berupa keterangan dan dall dall yang telah disampaikan oleh

Tergugat | dalam konvensi/Penggugat | dalam rekonvensi sepert yang telah

disebutkan diatas, maka sangat beralasan menurut hukum apabila didalam perkara
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ini Tergugat | dalam konvensi/Penggugat | dalam rekonvensi mohon agar

Pengadilan memutuskan atas gugatan balik Gugatan Rekonvensi ini dengan :

PRIMAIR :

1. Menerima keterangan dan dalil dall yang diajukan/disampaikan melalui jawaban
Tergugat | dalam konvensi/ Penggugat | dalam rekorvensi  ini sebagai fakta fakta
yang sebenamya sebagai buki-buki  yang syah dan meyakinkan  menurut
peratwran hukum dan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh
Penggugat | dan Penggugat Il dalam konvensi/ Tergugat | dan Tergugat |l
dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan bahwa peranjan dibawah tangan tertanggal 25 Februari 2013
maupun  Surat Pemyataan Hutang Dan Jangka Wakiu Perpanjangan
Pembayaran Hutang No 01 tanggal 08 Juli 2013 serta Akta Kuasa Menjual Tanah
No 02 tertanggal 08 jui 2013 yang dibuat dihadapan BAMBANG KUSINDARTO,
SH, Notaris di Bantu dibuat berdasarkan menuut keadaarfakta-fakia yang
sebenamya, dibuat oleh  semua pihak  dalam keadaan sadar tanpa ada
paksaar/ tekanan maupun unsur penipuan dari pihak manapun sera dibuat
menurut ketentuan undang undang yang beraku;

3. Menetapkan bahwa isi perfanjan dibawah tangan tertanggal 25 Februari 2013
maupun  Surat Pemyataan Hutang Dan Jangka Wakiu Perpanjangan
Pembayaran Hutang No 01 tanggal 08 Juii 2013 sera Akta Kuasa Menjual Tanah
No 02 tertanggal 08 jui 2013 yang keduanya dibuat dihadapan BAMBANG
KUSINDARTO, SH, Notaris di Bantu. tersebut syah menuut hukum dan atau
mempunyai  kekuatan  hukum. karena dibuat dihadapan peniabat yang
berwenang. Dan kepada Penggugat | dan Penggugat I dalam konvensi/Tergugat
| dan Tergugat I dalam rekonvensi diharuskan bertanggung jawab dan dihukum
unfuk dan ta’at dsn tunduk untuk melaksanakan segala ketentuan yang diatur dan
disepakati didalam perjanjan ini;

4. Menretapkan bahwa hubungan hukum Hutang Piuwtang yang sebenamya
berdasarkan peranjan dibawah tangan tertanggal 25 Februari 2013 maupun
Surat Pemyataan Hutang Dan Jangka Wakiu Perpanangan Pembayaran Hutang
No 01 tanggal 08 Juli 2013 serta Akta Kuasa Menjual Tanah No 02 tertanggal 08
jui 2013 yang keduanya dibuat dihadapan BAMBANG KUSINDARTO, SH,
adalah Tergugat | dalam konvensi/Penggugat | dalam rekornvensi sebagai Kreditur
dan Penggugat | dan Penggugat I dalam konvensi/Tergugat | dan Tergugat |
dalam rekonvensi dalam kedudukannya sebagai Debitur sekaligus pemilik
jaminan;
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5. Menetapkan bahwa sebidang tanah berikut bangunan yang berdin diatasnya,
tersebut didalam hak milk Nomor : 03779/ Potorono, Surat Ukur No
02370/Potorono,  seluas 448 M2, teretak di  desa Potorono, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul milk Penggugat I adalah sebagai tanah yang
menjadi obyek yang dijadikan sebagai jaminan dari pelunasan hutang antara
Tergugat | dalam komvensiPenggugat | dalam rekorvensi  sebagai Kreditur dan
Penggugat | dan Penggugat I dalam konvensi/Tergugat | dan Tergugat I dalam
rekonvensi dalam kedudukannya sebagai Debitur;

6. Memohon menetapkan Wanprestasi kepada Penggugat | dan Penggugat I dalam

konvensi/Tergugat | dan Tergugat I dalam rekorvensi  (Debitur) karena setelah
jangka waktu berakhir tidak dapat mengembalkan hutang pokok berikut bunga
dan denda dendanya kepada Tergugat | dalam korvensiPenggugat | dalam
rekonvensi  (Kreditur) dan menghukum kepada Penggugat | dan Penggugat |
dalam konvensi/ Tergugat | dan Tergugat I dalam rekorvensi  untuk menjual
sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya tersebut didalam hak
milik Nomor : 03779/ Potorono, Surat Ukur No 02370/Potorono, seluas 448 M2,
tefletak di desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bartul. yang
mana hasil penualannya dipergunakan untuk  melunasi seluruh hutang  pokok
berikut bunga bunga dan denda dendanya dengan sekaligus dan seketika tunai
kepada Tergugat | dalam konvensi/Penggugat | dalam rekonvensi  (Kreditur);
Dan setelah hasil dari penjualan tanah tersebut setelah dikurangi untuk melunasi
seluruh hutang pokok, bunga berikut denda dendanya masih ada kelebihannya,
maka sisa akan dikembalikar/ diserahkan kepada Penggugat | dan Penggugat |I
dalam komvensi/ Tergugat | dan Tergugat I dalam rekonvensi  (Debhitur), tetapi
bilamana hasil penualan sebidang  tanah yang menjadi obyek yang dijadikan
sebagai jaminan dar pelunasan hutang masih ada sisa kekurangan, maka sisa
kekurangan tersebut tetap menjadi hutang yang harus dilunasi  Penggugat | dan
Penggugat I dalam korvensi/ Tergugat | dan Tergugat I dalam rekonvensi
(Debitur) kepada Tergugat | dalam konvensi/Penggugat | dalam rekonvensi (
Kreditur);

7. Memohon menetapkan jumlah hutang pokok berkut bunga dan denda denda
keterlambatan dihitung sejak  jangka waktu berakhimya hutang piutang 15
Agustus 2013 sampai dengan pada sa’at pelunasan hutang, yang sampai pada
sa'at diajukan jawaban gugatan ini (tgl 15 September 2013) dihitung sejumlah Rp
381.750.000,- (tiga ratus delapan puluh satu tuuh ratus lim apuluh ribu rupiah),
dengan perincian :

Hutang Pokok sebesar Rp 157.500.000,-
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Bunga 25 % X 13 buian X Rp 157.500.000,- Rp. 51.000.000,-
Denda keterlambatan penjualan barang jaminan
dari 15 Oktober 2013 s/d September 2014
11 bulan X 10 % X 157.500.000,- Rp. 173.250.000,-
Jumlah Hutang Pokok , Bunga dan denda Rp. 381.750.000,-
8. Memohon untuk menetapkan gant rugi Im Material sebagai gant rugi atas

pencemaran nama bak  Tergugat | dalam komvensi/ Penggugat | dalam
rekonvensi sebesar Rp 300.000. 000, (tiga ratus juta rupiah);

9. Menetapkan untuk mempercepat pelaksanan eksekusi barang  jaminan
pelaksanaan  dilakukan dengan penjualan dibawah tangan dengan memberikan
kuasa kepada Tergugat | dalam komvensi/ Penggugat | dalam rekormvensi
dengan dasar hukum Akta Kuasa Menjual Tanah No 02 tertanggal 08 juli 2013
yang dibuat dihadapan BAMBANG KUSINDARTO, SH, dengan harga yang
telah disepakati didalam Perjanjan Perpanangan Hutang No 01, tertanggal 08
Jui 2013, minimal dengan harga sebesar 75 % dar harga pasar;

10. Meretapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun ada  banding, kasasi sera upaya-upaya hukum yang lainnya dari
Penggugat | dan Penggugat I dalam korvensi/ Tergugat | dan Tergugat I dalam
rekonvensi, Tergugat I dalam korvensi, Tergugat Il dalam korvensi dan Turut
Tergugat dalam konvensi;

11. Menghukum Penggugat | dan Penggugat I dalam konvensi/Tergugat | dan
Tergugat | dalam korvensi, Tergugat I dalam korvensi dan Tergugat Il dalam
konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil — adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I Korvensi dan Tergugat Il Konvensi
telah memberikan jawaban di persidangan pada tanggal 16 September 2014 yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I dan tergugat Il mengakui dan menerima seluruh dalil-dalil
gugatan penggugat | dan Il untuk seluruhnya;

2. Bahwa benar seluuh posita dalildall gugain penggugat | dan I point No.l
sampai dengan point No. 24;

3. Bahwa benar pada buan Februari 2013 tergugat I sepengatahuan tergugat |
(sebagai isterinya) menemui penggugat | dan mengatakan bahwa tergugat |
mendapat borongan proyek pembongunan Hotel Mayn 4 (empat) lantai di
Jakarta dan dikarenakan Tergugat I kekurangan modal untuk mengetiakan
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proyek tersebut maka untuk kepentingan tersebut Tergugat | meminta kepada
Penggugat | dan I untuk meminamkan Sertifikat tanah untuk dijadikan jaminan
hutang;

4. Bahwa benar pada prinsiprya Penggugat | dan I merasa keberatan untuk
meminamkan Sertifikat tanah tersebut kepada Tergugat I untuk dijadikan
jaminan hutang Tergugat | kepada orang lain, atas alasan tersebut Tergugat |l
mernyadari, memahami dan mengetahui Bahwa tanah dan bangunan rumah
tersebut adalah satusatuya harta miik Penggugat | dan I dan untuk tempat
tinggal keluarganya, tetapi tergugat I sangat memeriukan tambahan modal yang
mendesok, sementara Tergugat I belum mempunyai Sertifikat tanah sendiri
uniuk digunakan sebagai barang jaminan hutang, maka tidak ada jalan lain
kecuali Tergugat I harus meminam Sertifikat tanah miik Penggugat | dan |
tersebut, dan benar Bahwa Tergugat I berani akan mengembalikan Sertifikat
tanah tersebut kepada Penggugat |dan Il paling lambat pada bulan Juii 2013;

5. Bahwa berhubung Tergugat | sampoi sekarang ini belum bisa mengembalikan
hutang Tergugat | kepada Tergugat | maka dengan amat terpaksa dan sangat
menyesal Tergugat I juga belum bisa mengembalikan Sertifikat tanah tersebut
kepada Penggugat | dan I, dan Tergugat Il tetap berusaha bagaimana caranya
untuk mengembalikan hutang Tergugat | kepada Tergugat | tersebut dan juga
mengembalikan sertifikat tanah kepada Penggugat | dan I

6. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2013 untuk kepentingan hutang Tergugat
I kepada Tergugat | maka Tergugat I memyuruh Penggugat | menandatangani
Perjanjan Hutang Piutang dengan Jaminan, adapun besamya hutang Tergugat |l
kepada tergugat | untuk tahap pertama adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus
jua rupiah) dipotong oleh Tergugat | sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) maka Tergugat | hanya menerima Rp 90.000.000.- (sembilan puluh juta
rupiah) dan uang tersebut oleh Tergugat | langsung ditransfer ke rekening milik
Tergugat I (dalam pembuktiian nanti akan kami buktikan), kemudian pada tanggal
1 Moret 2013 sebagai pinaman tambahan dari Tergugat | selaku kreditur kepada
Tergugat I sebagai debitur sebesar Rp. 50.000.000 (ima puuh juta rupiah)
dipotong oleh Tergugat | sebesar Rp 5.000.000,- (ima juta rupiah), makaTergugat
I hanya menerimo Rp 45.000.000,- (empat puluh limo juta rupiah) dan uang
tersebut juga dirtansfer ke rekening milk Tergugat I (dalam pembukian nant
akan kami buktikan) dan untuk selanutya Tergugat I juga pemah membayar
jasa bunga kepada Tergugat | oleh karenanyo Tergugat I harya mempunyai
hutang kepada Tergugat | seluuhnya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga
puuh lima juta rupiah);
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7. Bahwa untuk uang pinaman tersebut baik tahap pertama maupun tahap kedua
diteima langsung oleh Tergugat I dari Tergugat | dan untuk urusan tersebut
Penggugat | dan I sama sekali tdak mengetahui pembicaraan sebelum
terjadinya perjanjan tersebut, Penggugat | dan I tahutahu hanya disuruh tanda
tangan dalam Surat Pefjanjan tersebut dan yang melakukan pembicaraan baik
sebelum penanjan ditandatangani dan pada saat peranjan ditandatangani
maupun sesudahnya adalah Tergugat I dengan Tergugat | yang langsung
berhubungan dan berkomunikasi sendii  tanpa melibatkan Penggugat | dan
Penggugat I Begitu pula uangnya yang menefima adalah Tergugat Il langsung
dan seluruhnya dari Tergugat | melalui transfer ke nomor rekening milik Tergugat
I;

8. Bahwa benar Tergugat | dan I telah membuuk dan mendesak serta mengojok
pada Penggugat | dan I untuk datang kepada Tunut Tergugat agar Penggugat |
dan I hanya disuuh menandatangani Surat Pemyataan Hutang dan
Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Hutang No. | tanggal 8 Juli 2013 dan
Akta Kuasa Menjual tanah No. 2 tanggal 8 Jul 2013 dihadapan Turut Tergugat,
dimana Tergugat | mengatakan berulang kali, jka Penggugat | dan Penggugat Il
mau menandatangani surat tersebut Tergugat | berjanji dan menjamin tidak akan
menual ataupun melelang atas tanah miik Penggugat | sebagaimana tersebut
dalam Sertipikat Hak Milik No.03779/Potorono, 5U No.027 370 / Patorono / 2009,
tanggal 29 April 2009/uas : 448 M2, atas nama UUN SUMARNI (Penggugat I
yang terletak di Desa Potorono, Kecamatan Bonguntapan, Kabupaten Bantul;

9. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Tergugat II dan bahkan Tergugat | bagaimana
caranya agar Penggugat | dan I mau menandatangani akta tersebut di depan
Turut Tergugat, sekalipun Tergugat | mernyadari seharusnya Tergugat || pada
buan Jui 2013 tersebut tergugat I seharusnya sudah mengembalikan Sertifikat
tanah miik Penggugat | dan |, tetapi temyata Tergugat I juga belum bisa
membayar lunas hutang kepada Tergugat | maka mau tidak mau Tergugat I juga
mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tergugat | tersebut;

10. Bahwa fakta hukum yang sebenamya terjadi sesuai dengan dall gugatan
Penggugat | dan II adalah Penggugat | dan Il sebelumnya tidak pemah ada sama
sekal pembicaraan hutang piutang tersebut dengan Tergugat | sehingga
Penggugat | dan I tdak pemah. mempunyai hutang uang kepada Tergugat |
dengan jominan tanah milik Penggugat I tersebut dengan demikian Penggugat |
dan I sesuai dengan fakia yang sebenamya terjadi juga tidak pemah sama sekali
menerima uang dari Tergugat |;
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11. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum yang sebenamya terjadi
sebagaimana diuraikan diatas maka hubungan hukum pinam meminam uang
yang sebenamya terjadi adalah antara Tergugat | dengan Tergugat Il tersebut
baik mengenai pembicaraan sebelum dilokukan pinam meminam uang dan
pembicaraan pada saat Tergugat | menyerahkan uang kepada Tergugat Il atau
pembicaraan sesudah penerimaan uang dan akhimya lewat waktu jatuh tempo
sehingga terjadi kemacetan dalam pengembaliannya dan hal tersebut adalah
merupakan tanggung jawab penuh dari Tergugat Il kepada Tergugat |;

12. Bahwa oleh karenanya benar apa yang tertera dan tertuiis pada isi pefjanjan di
bawah tangan tertanggal 25 Februari 2013 maupun Surat pemyataan Hutang
Dan Perpanjangan Jangka Wakiu Pembayaraan Hutang No. 01, tanggal 05 Juli
2013 seria Akta Kuasa Menual Tanah No. 02, tanggal 08 Jui 2013 yang
keduarya dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat adalah tidak sesuai dengan
keadaan dan fakta hukum yang sebenamya tefiadi dan oleh karenanya hal
tersebut merupakan perbuatan hukum purapura yang dilakukan oleh Tergugat |
dan Tergugat Il kepada Pengugat | dan Pengugat I

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka sudah
seharusnya Penggugat | dan Penggugat I dikeluarkan dari  hubungan hukum
huang piutang antara Tergugat | dengan Tergugat I, karena Tergugat |l
menyadari seharusnya Tergugat | pada buan Jui 2013 sudah mengembalikan
Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat | dan i

14. Bahwa benar atas Sertipikat Hak Milik No. 03779/Potorono, SU No.
027370/Potorono/2009, tanggal 29 April 2009)uas: 448 M?, Atas nama UUN
SUMARNI (Penggugat I) pada tanggal 17 Oktober 2013 dan 20 Nopember 2013
Penggugat | dan I telah mengajukan pemblokiran atas Sertifikat tersebut kepada
Kontor Pertanahan Kabupaten Bartul;

15. Bahwa benar atas pemblokiran yang diajukan oleh Penggugat | dan I mako
Kontor Pertanahan Kabupaten Bantul telah melakukan mediasi yang dihadiri oleh
Tergugat | dan I serta Penggugat | dan I dan dalam mediasi tersebut Tengugot |
dan Tergugat I saling mengaku Bahwa yang sebenamya melakukan hubungan
hukum hutang piutang tersebut adalah antara Tergugat | dengan Tergugat I dan
dalam mediasi tersebut telah dilakukan negosiasi mengenai jumliah hutang yang
harus dikembalikan dari Tergugat I kepada Tergugat | tetapi belum menemui titik
temu;

Berdasarkan hathal tersebut di atas maka Tergugat I dan I mohon kepada yang

Muia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk memutus perkoro A quo dengan

nomor putusan sebagai berkut
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1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat I dan lll uniuk seluruhnya;

2. Menretapkan biaya perkara menurut hokum;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat | Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi serta Kuasa Tergugat I Konvensi dan Tergugat I Konvensi, selanjunya
Kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekorvensi telah menyampaikan
replik pada tanggal 23 September 2014 yang selengkapnya termuat dalam berkas
perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replk dari Kuasa Para Penggugat Korvensi/ Para
Tergugat Rekonvensi, selanunya Kuasa Tergugat I Konvensi dan Tergugat i
Konvensi mengajukan Dupliknya pada tanggal 07 Oktober 2014 yang selengkaprya
termuat dalam berkas perkara ini :

Menimbang, bahwa selanunya untuk memperkuat dalil-dalil  gugatannya,
Para Penggugat Konvensi/ParaTergugat Rekorvensi dimuka persidangan telah
mengajukan bukti surat berturut-turut P.LI-1 s/d P.LI-S yang terdir dari :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 03779, Surat Ukur No. 02370/Potorono/2009
atas nama UUN SUMARNI, diberi tanda P.LI-1;

2. Foto copy Tanda terima dai UUN SUMARNI (Penggugat 1) kepada
MUHAMMAD PRHARTO YUSTRIA SETIA BUDI (Tergugat ), tertanggal 05
Agustus 2011, diber tanda P.L 2;

3. Foto copy Slip Penyetoran PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI tertanggal 25-2-
2013, diberi tanda P.LII-3;

4. Foto copy Slp Penyetoran PT.Bark Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 1-3-2013,
diberi tanda P.L1I-4;

5. Foto copy Suwat Pemyataan atas nama Muhammad Sundoro Yustiia
SetyabudiMuhammad Priharto  Yustia Setyabudi  tertanggal 2-6-2014, diberi
tanda P. LII-5;

6. Foto Copy Tanda Pembayaran Blokir di Kantor Pertanahan Kabupaten bantul
tertanggal 05 Mei 2014, diberi tanda P.LII-6;

Menimbang, bahwa buki buktii surat yang telah diajukan Para Penggugat
Konvensi/ Para Tergugat Rekorvensi tersebut telah diperiksa dan bukti bukti surat
tersebut telah diberi materai secukuprya, dan setelah ditelii buki buki surat
disesuaikan dengan aslinya tersebut temyata bukii buki surat tersebut telah sesuai
dengan aslinya sehingga dapat diperimbangkan menurut hukum, kecuali bukti surat
PlFL yang fidak dapat ditunukkan aslinya karena menurut keterangan Para
Tergugat Konwvensi/ Para Tergugat Rekorvensi asinya ada pada Tergugat |
Konvensi/ Penggugat Rekorvensi, buki P.LF3 dan P.IH4 merupakan foto copy dar
fotocopy akan tetapi bukti surat tersebut sama dengan bukti T.F3 yang ada aslinya;

halaman 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Btl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat
Konvwensi/ Para Tergugat Rekorvensi mengajukan saksi-saksi yang memberikan

keterangan di bawah sumpah;

1. SAKSI JACKY MANOPO

- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat I Korvensi Muhammad Sundoro
Yustia Setyabudi, pada bulan Februari 2013 Muhammad Sundoro Yustia
Setyabudi (T2) mempunyai hutang kepada Tergugat | Imam Teguh Santosa
(T1) sebesar kurang lebih Rp.150.000,00 (seratus lima puuh juta rupiah)
dengan jaminan sertifikat;

- Bahwa sertifikat yang dijaminkan oleh Muhammad Sundoro (T2) kepada Imam
Teguh Santosa (T1) adalah sertifikat milk dari Muhammad lkhsan Hariyadi
(P1) atas nama Ny. UUn Sumami (P2);

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam pembuatan surat pemyataan hutang
dengan jaminan sertifikat milk M. khsan Hariyadi yang dibuat oleh M.
Sundoro, pada saat pembuatan surat pemyataan tersebut yang hadir  selain
saksi adalah M. Sundoro (T2), M. khsan Hariyadi (P1) dan satu orang saksi
lagi yang tidak diketahui namanya oleh saksi;

- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan sertifikat tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat penyerahan sertifikat tanah tersebut
oleh Penggugat | Kormvensi M. khsan Hariyadi kepada Tergugat I Konvensi
Muhammad Sundoro Yustria Setyabudi;

2. SAKSI MAM SYAFII

- Bahwa saksi mendengar dari Pak Oni bahwa Muhammad Sundoro Yustria
Setyabudi (T2) mempunyai hutang kepada Tergugat | Imam Teguh
Santosa(T1) sebesar kurang lebih Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh jua
rupiah) dengan jaminan sertifikat milik M. khsan Hariyadi (P1);

- Bahwa saksi bekeria di tempat pak Oni dan mendapat cerita dari Pak Oni
mengenai masalah hutang piutang antara M. Sundoro (T2) dengan Imam
Teguh (T1) tersebut;

- Balwa sertifikat yang dijaminkan oleh Muhammad Sundoro (T2) kepada Imam
Teguh Santosa (T1) adalah sertifikat miik dai Muhammad khsan Hariyadi
(P1) atas nama istrimya Ny. UUn Sumami (P2);

- Bahwa oleh karena M. Sundoro (T2) belum mempunyai rumah sendii maka
kemudian M. Sundoro (T2) meminam sertifikat M. khsan (P1) untuk dijadikan
jaminan hutang;
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- Bahwa sampai dengan saat ini sertfikat miik M. khsan (P1) belum
dikembalikan oleh M. Sundoro (T2) karena M. Sundoro (T2) belum bisa
melunasi hutangnya kepada imam Teguh Santosa (T1);

- Bahwa hubungan antara M. Sundoro (T2) dengan M. khsan (P1l) adalah
saudara sepupu;

- Balwa sebelumnya saksi adalah karyawan dari M. Sundoro (T2) dan
sekarang saksi bekerja ditempat kakak Tergugat |imam Teguh Santoso;

- Bahwa M. Sundoro mempuryai bagian warisan sebesar Rp. 500.000.000,00
(ima ratus juta rupiah) namun uang tersebut tidak juga dipakai untuk
membayar hutangnya kepada Imam Teguh (T1);

Menmbang, bahwa selanutnya untuk memperkuat dalil-dall bantahannya,
Tergugat | Konvensi/ Penggugat Rekorvensi di muka persidangan telah mengajukan
buki surat berturut-turut T.F1 s/d T+ yang terdiri dari :

1. Foto copy tanda Terima Sertifikat tertanggal 22 Februari 2013, diberi tanda T+
1

2. Foto copy Perkanjan hutang Piutang Dengan Jaminan, tertanggal 25 Februari
2013, diberi tanda T+ 2;

3. Foto copy Bukti Transfer Bank Rakyat Ihdonesia tertanggal 25 Februari 2013 dan
1 maret 2013 TF. 3;
Foto copy Akta kuasa menjual tanah tertanggal 8 Juii 2013, diberi tanda T} 4;

5. Foto copy Swat Pemyataan perpanangan jangka waktu pembayaran hutang
tertanggl 8 Juii 2013, diberi tanda T.I5;

Menimbang, bahwa buki buki surat yang telah diajukan Tergugat |
KonensiPenggugat Rekorvensi tersebut  Buki T1-1 sampai dengan T1-5 telah
diperiksa dan bukti bukti surat tersebut telah diberi materai secukupriya, dan setelah
ditelii buki bukti surat disesuaikan dengan aslinya tersebut temyata bukti bukti surat
tersebut telah sesuai dengan aslnya sehingga dapat diperimbangkan menurut
hukum dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dall bantahannya Tergugat |
KonvensiPenggugat Rekormvensi mengajukan saksi-saksi sebaryak 1 (satu) orang,
saksi mana telah disumpah menuut agama dan kepercayaannya sebelum

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi YOHAN RISTRIYANTO
- Bahwa saksi bekerja sebagia staff di kantor Notaris milik dari Turut Tergugat

Konvensi;

halaman 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Btl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada buan Jui tahun 2013 Para Penggugat Komvensi dan Tergugat |
Konvensi datang ke kartor Notaris milik Turut Tergugat Korvensi untuk
membuat surat perjanjan hutang piutang antara M. khsan (P1) dengan Imam
Teguh (T1);

- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi dalam surat pefjanjan hutang piutang
yang dibuat oleh M.khsan (P1) dengan Imam Teguh (T1);

- Bahwa pada saat itu ada dua surat yang dibuat yaitu surat Perjanjan Hutang
Piutang dan Surat Kuasa jual terhadap tanah yang dijadikan jaminan hutang
piutang tersebut;

- Bahwa tanah yang dijadikan jaminan hutang piutang tersebut atas nama Uun
Sumami (Penggugat I Konvensi) istri dari M. khsan (P1);

- Bahwa dibuat juga akta perpanjangan hutang piutang antara Imam Teguh (T1)
dengan M. khsan (P1);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila M. Sundoro (Tergugat I Konvensi) yang
sebenamya meminam uang kepada imam Teguh (T1);

- Bahwa saksi melihat Penggugat | Kormvensi Muhammad khsan Hariyadi dua
kali datang ke Kantor Notaris milik Turut Tergugat Komvensi dimana yang satu
kali untuk mengantarkan perlengkapan data;

Menimbang, bahwa selanutnya untuk memperkuat dalil-dalil  bantahannya,
Kuasa Tergugat I Konvensi dan Tergugat Il Konvensi, dimuka persidangan telah
mengajukan bukti surat berturut-turut TILII-1 dan TILII-2 yang terdir dari :
1. Foto copy rekening Koran atas nama Muhammad Sundoro Yustia dari Barnk
Rakyat Indonesia period 201302, selanutnya diber tanda bukti TiL.II-1;
2. Foto copy rekening Koran atas nama Muhammad Sundoro Yustia dar Bank
Rakyat Indonesia period 201303, selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-2;
Menimbang, bahwa buki buki surat yang telah diajukan Kuasa Tergugat |
Konvensi dan Tergugat Il Konvensi tersebut, bukti TIIFL dan TILIF2 telah diperiksa
dan bukti bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah ditelii bukt
buki surat disesuaikan dengan aslinya tersebut temyata bukti bukti surat tersebut
telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diperimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung daliFdall bantahannya secara lesan,
Turut Tergugat Komvensi mengajukan  bukti-buki surat berturut-turut T.T -1 sampai
dengan T.T-3, berupa :
1. Foto copy Suat Pemyataan Hutang Dan Perpanangan jangka Waktu
Pembayaran Hutang Nomor : 01 tertanggal 08 Juii 2013, diberi tanda T.T-1;
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2. Foto copy Pernanjan Hutang Piutang dengan jaminan tertanggal 25 Februari
2013, di beri tanda T.T-2;

3. Foto copy Akta Kuasa Menual Tanah Nomor : 02, tertanggal 08 Juli 2013, diberi
tanda T.T-3;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat T.T-1 sampai dengan T.T-3 diatas
seluuhnya  bemmeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan  aslinya,
sehingga dapat diperimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para
Tergugat Rekorvensi maupun Tergugat | Korvensi/ Penggugat Rekorvensi serta
Kuasa Tergugat I Korvensi dan Tergugat Il Konvensi telah puia mengajukan
kesimpulan secara tertulis pada tanggal 06 Januari 2014,

Menimbang, bahwa setelah masing masing pihak  mengajukan
kesimpulannya, akhimya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang
akan diajukannya lagi, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita
Acara Persidangan perkara ini, yang uniuk ringkasnya putusan ini dianggap telah
termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tjuan gugatan provisionl sebagaimana
tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan tersebut meminta kepada
Pengadilan untuk melarang Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Korvensi
melakukan tindakan baik berupa tindakan pelaksanaan penjualan serta membalik
nama Sertifikat Hak Milik Nomor 03779/ Potorono kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah diberikan pengaturan yang ketat
mengenai  permohonan pengabulan gugatan provisionil sebagaimana dalam SEMA
No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil serta dikuatkan
kembali dengan SEMA No.4 Tahun 2001 tentang Pemasalahan Putusan Serta Merta
dan Provisionil, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim tidak mengabulkannya
kecuali dipenuhinya beberapa syarat baik di dalam SEMA No.3 Tahun 2000 maupun
di dalam pasal 180 ayat (1) HR, dan temyata oleh Penggugat Rekonpensi syarat-
syarat limitatif tersebut tidak dipenuhi, sehingga petitum gugatan provsi ini haruslah
ditolak;
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Menimbang, bahwa oleh karena petitum provisi tersebut di atas ditolak, maka
petitum provisi mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) juga harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA
Menimbang, bahwa maksud dan tuuan gugatan Para Penggugat Kowvensi/

Tergugat | Rekonvensi dan Tergugat | Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut

diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diaku atau setidak-idaknya tidak
disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013, Penggugat | Konvensi dan Tergugat |
Konvensi telah menandatangani Perjanjan Hutang Piutang, yang dibuat secara di
bawah tangan;

- Bahwa yang dijadikan jaminan dalam peranjan tersebut adalah Sertifikat Hak
Milk Tanah No.03779/Potorono/2009 dengan luas 448n? (empat ratus empat
puuh delapan meter perseg) atas nama UUN SUMARNI (Penggugat |l
Konvensi) yang telah diserahkan oleh Penggugat | Konvensi kepada Tergugat |
Rekornvensi;

- Bahwa uang pinaman tersebut oleh Tergugat | konvensi telah diserahkan kepada
Tergugat Il konvensi seluruhnya;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Tanah No.03779/Potorono/2009 sekarang berada di
tangan Tergugat | Korvensi sebagai jaminan hutang berdasarkan Perjanjan
Hutang Piutang dengan Jaminan, yang dibuat secara di bawah tangan pada
tanggal 25 Februan 2013;

- Bahwa pada tanggal 8 Jui 2013 antara Penggugat | Konvensi dan Penggugat i
Konvensi bersama dengan Tergugat | Kormvensi menghadap menghadap Notaris
Bambang Kusindarto, SH, di Bantu dan kemudian menandatangani Surat
Pemyataan Hutang dan Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Hutang No.l
dan Akta Kuasa Menual Tanah No.02 masing-masing tertanggal 8 Jui 2013;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan kedua belah pihak
adalah dalil Para Penggugat Korvensi mengenai :

1. Apakah benar pefanian hutang pistang antara Para Penggugat Kornvensi
dengan Tergugat | Kormvensi adalah perjanjan pura-pura karena sebenamya
yang berhutang kepada Tergugat | Konvensi adalah Tergugat I Konvensi dan
bukan Para Penggugat Konvensi ?

2. Apakah benar Tergugat | Konwvensi, Tergugat I Korvensi maupun Tergugat i
Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan  menyuruh
Penggugat | Korvensi uniuk menandatangani Perjanjan Hutang Piutang tanggal
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25 Februar 2013, Surat Pemyataan Hutang dan Perpanjangan Jangka Waktu
Pembayaran Hutang No.l tanggal 18 Januari 2014 serta Akta Kuasa Uniuk
Menual Tanah No.02 tanggal 8 Jui 2013 ?

Menimbang, bahwa dall gugatan Para Penggugat Kornvensi telah dibantah
oeh Tergugat | Korvensi, oleh karena menuut Tergugat | Konvensi perjanjan hutang
piuang tersebut terfadi antara Penggugat | Komvensi dan Penggugat I Korvensi
dengan Tergugat | Konvensi, dimana sebelumnya Para Penggugat Konvensi datang
dan mohon kepada kepada Tergugat | Konvensi untuk memberikan pinaman hutang
untiuk kepentingan modal usaha Tergugat I, dan selanunya untuk mencegah apabila
tefiadi wanprestasi (hutang tidak bisa dikembalikan termasuk eksekusi barang
jaminan), maka atas permmintaan Tergugat | Korvensi dan persetujuan Para
Penggugat Konvensi, dibuatiah perjanjan dibawah tangan berupa Perjanjan Hutang
Pitang Dengan Jaminan tanggal 25 Februai 2013, dan dilanutkan dengan
peranjan di hadapan Notaris Bambang Kusindarto, SH., berupa Surat Pemyataan
Hutang dan Pempanjangan Jangka Waktu Pembayaran Hutang No.l tanggal 18
Januari 2014 serta Akta Kuasa Untuk Menjual Tanah No.02 tanggal 8 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat Konvensi telah dibenarkan
oleh Tergugat II| Konvensi dan Tergugat I Konvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tuut Tergugat tidak menggunakan haknya —untuk
mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat Komvensi dan hanya
mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan
bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Komensi terlebih dahulu dikaitkan
dengan pokok-pokok sengketa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 163 HR dan pasal 1865
BW, dalildall gugatan yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat Kowensi adalah
dalikdalil yang disangkal atau dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat Kornvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Komvensi/ Tergugat | Rekonvensi dan
Tergugat | Rekonvensi untuk menguatkan dalinya telah mengajukan alat bukt
berupa buki surat berupa buki P.FL sampai dengan P.F6 dan buki saksi
sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1. JACKY MANOPO, 2. MAM SYAFII;

Menimbang, bahwa dari alat buki surat yang diajukan oleh Para Penggugat
Konvensi vyaitu alat bukt surat P.LIFL tentang kepemilikan Para Penggugat atas tanah
seluas 448n? (empat ratus empat puiun delapan meter persegi) yang teretak di Desa
Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa dari buki P.LF2 tentang tanda terima dar Tergugat |
Konvensi atas peryerahan Sertifikat Tanah No.03779 oleh Penggugat II Konvensi;
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Menimbang, bahwa dar buki P.I3  tentang ada setoran masuk ke
rekening Tergugat I Kormvensi di Bank Rakyat Indonesia (BRIl sebesar
Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2013, yang
sama dengan bukii surat T.}3;

Menimbang, bahwa dari bukti P.LH tertang ada setoran masuk ke rekening
Tergugat | Kormvensi di Bank Rakyat ihdonesia (BRI sebesar Rp.45.000.000,00
(empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2013, yang sama dengan bukt
surat TH3;

Menimbang, bahwa dari buki P.F5 tentang pemyataan dari Tergugat |
Konvensi yang menerangkan yang mempunyai hutang kepada Tergugat | Kornvensi
adalah Tergugat I Konvensi bukan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari buki P.IF6 tentang pemblokiran oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Bantul atas Sertifikat HM 03779-Potorono;

Menimbang, bahwa dar alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat
Konvensi vaitu saksi kesatu JACKY MANOPO yang menerangkan pada pokokrnya
bahwa saksi mengetahui pada saat Tergugat I Korvensi membuat pemyataan yang
menerangkan Tergugat I Korvensi yang mempunyai hutang kepada Tergugat |
Konvensi dan menurut cerita Tergugat | Konvensi hutang tersebut terjadi pada bulan
Februari 2013 sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) dengan jaminan Sertifikat atas nama Penggugat | Konvensi (sebagaimana
buki surat P-5). Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaan sertifikat tersebut dan
tidak tahu pada saat penyerahan sertifikat tanah oleh Penggugat | Konvensi kepada
Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat Korvensi
JACKY MANOPOyang hanya melhat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat |
Konvensi pada saat penandatangan bukti surat P-5, maka yang sepanjang Tergugat |
Konvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya maka dapat dipakai untuk menguatkan
dalil Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat
Konensi yang kedua MAM SYAFIl yang menerangkan bahwa saksi mendengar
dari cerita Pak Oni kalau Tergugat I Korvensi mempuryai hutang kepada Tergugat |
Konvensi sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan
Sertifikat tanah atas nama Penggugat I Konvensi dikarenakan Tergugat I Konvensi
belum mempunyai jaminan berupa sertfikat tanah sehingga meminam kepada
Penggugat | Konvensi untuk dijadikan jaminan hutang dan sekarang sertifikat tersebut
belum dikembalikan oleh Tergugat I Konvensi karena hutang tersebut belum dibayar
lunas oleh Tergugat I Kornvensi kepada Tergugat | Korvensi. Bahwa saksi tidak tahu
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apakah pada saat Penggugat | menyerahkan sertifkat tanahnya kepada Tergugat |l
Konvensi dalam keadaan terpaksa atau sukarela;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IMAM SYAFIl yang hanya
memperoleh informasi dan orang lain , dan saksi tidak mengetahui sendiri hal ikhwal
hutang piutang tersebut, maka keterangan saksi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat
Konvensi JACKY MANOPO sepanjang Tergugat | Konvensi tidak dapat membukikan
sebaliknya, dihubungkan bukti surat di atas telah berkesesuaian satu sama lain yaitu
Tergugat I Komvensi yang mempunyai hutang uang kepada Tergugat | Korvensi
dengan jaminan berupa tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.03779 dengan
luas 448 m? (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di desa
Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantu atas nama Penggugat |
Konvensi;

Menimbang, bahwa dalildall gugatan dari Para Penggugat Korvensi
tersebut di atas telah dibenarkan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat I Korvensi
dengan mengajukan alat bukti berupa bukti surat TAIFL dan TII2 dan tidak
mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat buki surat yang diajukan oleh Tergugat |l
Konensi dan Tergugat Il Konvensi yaitu bukti surat THIFL tentang adanya uang
yang masuk ke dalam rekening BRI atas nama Tergugat || sebesar Rp.90.000.000,00
(sembilan puluh jua rupiah) pada tanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat T.LIF2 tentang adanya uang yang masuk ke
dalam rekening BRI atas nama Tergugat | sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh
lima juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dall dan alat bukti yang diajukan
oeh Para Penggugat Konvensi telah berkesesuaian dengan dalil-dalil dan alat bukt
yang diajukan ole Tergugat I Konvensi dan Tergugat Il Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat | Komvensi membantah dalildall Para
Penggugat Komvensi serta Tergugat | Komvensi dan Tergugat Il Kornwvensi,
selanutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan alat buki yang diajukan oleh
Tergugat | Konwvensi, apakah bukii-buki yang diajukan oleh Tergugat | Konvensi
dapat mematahkan dalildall serta alat buki yang diajukan oleh Para Penggugat
Konwensi, serta Tergugat I Konvensi dan Tergugat Il Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat | KonensilPenggugat Rekormvensi —unuk
menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukt berupa bukti surat T.HL
sampai dengan TI5 dan buki saksi sebanyak 1 (sat) orang Yyaitu YOHAN
RISTRIYANTO;
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Menimbang, bahwa dar alat buki surat yang diajukan oleh Tergugat |
Konvensi vyaitu alat buki surat T.H1 tentang Penggugat | Konvensi telah menerima
dari Penggugat I Korvensi sebuah sertifikat atas nama Penggugat I Konvensi
dengan No. Sertifikat : 13.01.16.04.1.03779 yang teretak di Kelurahan Potorono
Bartul;

Menimbang, bahwa dari buki T2 tentang adamya hutang Penggugat |
Konensi kepada Tergugat | Korvensi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dengan jaminan sebidang tanah sertifikat hak miik nomor 03779/ Potorono
atas nama Penggugat I Konvensi yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2013
yang pembayarannya selambatdlambatriya 5 (ima) bulan setelah perjanjian ini ditanda
tangani dan selanunya pada tanggal 1 Maret 2013 ada tambahan sebesar
Rp.50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah) yang diteima oleh Penggugat | Konvensi;

Menimbang, bahwa dar buki T3 tentang setoran masuk ke rekening
Tergugat | Konvensi di Bank Rakyat Inhdonesia (BRI sebesar Rp.90.000.000,00
(sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2013 dan setoran masuk ke
rekening Tergugat I Kormvensi di Bank Rakyat Indonesia (BRl) sebesar
Rp.45.000.000,00 (empat puiuh lima juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dar bukti T.H tentang pemyataan penggugat | Konvensi
dan Penggugat I Konvensi atas hutang Penggugat | Kornvensi kepada Tergugat |
Konvensi di hadapan Notaris Bambang Kusindarto, SH., yang seluruhnya berjumiah
Rp.157.500.00000 (seratus lima puuh tjuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan
jaminan sertifikat tanah hak milik Nomor 03779 atas nama Penggugat I yang
diperpanang pembayarannya sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dari buki T.I5 tentang Surat Kuasa dari Penggugat |
Konvensi atas persetuyuan Penggugat | Konvensi kepada Tergugat | Konvensi yang
dibuat di hadapan Notaris Bambang Kusindarto, S.H. untuk pengurusan proses
peralihan hak (balik nama) atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03779 atas
nama Penggugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa dari alat buki saksi yang diajukan oleh Tergugat |
Konvensi vyaitu saksi YOHAN RISTRIYANTO yang menerangkan pada pokoknya
bahwa saksi melhat Para Penggugat Konvensi dan Tergugat | Korvensi datang ke
Kantor Notaris tempat saksi bekerfa dengan maksud membuat perjanjan hutang
piuang antara Para Penggugat Kornvensi dengan Tergugat | Konvensi, dan saksi ikut
menadi saksi dalam perjanjan tersebut Bahwa ada 2 perjanjan yang dibuat antara
Para Penggugat Komvensi dengan Tergugat | Korvensi vyaitu pefjanjan hutang
piutang dan kuasa menjual. Bahwa Penggugat | Komvensi dua kali datang ke Kantor
Notaris dimana yang satu kali untuk mengantarkan perengkapan data;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat | Korvensi
dihnubungkan dengan buki surat TIF2, TH, dan TF5 dapat dketahu Para
Penggugat Kormvensi sendii yang datang ke Kantor Notaris bersama dengan
Tergugat | Kormvensi untuk melakukan  penandatangan Swat  Pemyataan
Pempanangan Hutang dan Jangka Waktu Pembayaran Hutang yang di dalamnya
mengakui adanya hutang Para Penggugat Komvensi kepada Tergugat | Konvensi,
bahkan saksi YOHAN RISTRIYANTO melihat Penggugat | Kornvensi 2 (dua) kali
datang ke Kantor Notaris Bambang Kusindarto, SH. untuk menyerahkan
kelengkapan data-data untuk Akta Notarisnya;

Menimbang, bahwa dari perimbangan tersebut di atas Majelis Hakim
berpendapat, apabila Para Penggugat Komvensi tidak menghendaki untuk membuat
peranjan hutang pivtang dengan Tergugat | Kornvensi, tidak mungkin setelah
dilakukannya penandatanganan Pefjanjan Hutang Piutang (bukti T.-2) pada tanggal
25 Februari 2013, pada saat jangka waktu pengembalian hutang tersebut jatuh
tempo, Para Penggugat Komvensi menindaklanutiya dengan menandatangani Akta
Notaris, vaitu Surat Pemyataan Perpanangan Hutang dan Jangka Wakiu
Pembayaran Hutang (T.H4) dan Akia Kuasa Menual Tanah (T.F5), dimana Para
Penggugat Kowensi sendiri yang datang dan menandatangani di hadapan Notaris
Bambang Kusindarto, S.H., bahkan saksi YOHAN RISTRIYANTO melihat Penggugat
| Kornvensi datang sendiri sebanyak 2 (dua) kali di Kantor Notaris untuk menyerahkan
kelengkapan dokumennya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat senyatanya Para Penggugat
Konvensi  sendii yang melakukan perjanjan hutang pisang dengan Tergugat |
Konvensi dimana Para Penggugat Konvensi selaku debitur dan Tergugat | Konvensi
selaku kreditur;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat | Konvensi dalam
melakukan Perjanjan Hutang Piutang tanggal 25 Februari 2013, Surat Pemyataan
Hutang dan Perpanangan Jangka Waktu Pembayaran Hutang No.l tanggal 18
Januari 2014 serta Akta Kuasa Untuk Menjual Tanah No.02 tanggal 8 Juli 2013
bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

Meimbang, bahwa Turut Tergugat Korvensi telah mengajukan bukii surat
berupa T.T-1 sampai dengan T.T-3 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti suat T.T-1 tentang pemyataan Penggugat |
Konvensi dan Penggugat | Komvensi atas hutang Penggugat | Konvensi kepada
Tergugat | Kormvensi di hadapan Notaris Bambang Kusindarto, SH., yang seluruhnya
berjumlah Rp.157.500.000,00 (seratus lima puiuh tuuh jua lima ratus ribu rupiah),
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dengan jaminan sertifikat tanah hak milik Nomor 03779 atas nama Penggugat Il yang
diperpanang pembayarannya sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa buki surat T.T-2 tertang adarnya hutang Penggugat |
Konvwensi kepada Tergugat | Korvensi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dengan jaminan sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 03779/ Potorono
atas nama Penggugat I Konvensi yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2013
yang pembayarannya selambat-lambatya 5 (ima) bulan setelah perjanjan ini ditanda
tangan dan selanutnya pada tanggal 1 Maret 2013 ada tambahan sebesar
Rp.50.000.000,00 (lima puiuh juta rupiah) yang diteima oleh Penggugat | Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.T-3 tentang Surat Kuasa dari Penggugat |l
Konvensi atas persefuuan Penggugat | Konvensi kepada Tergugat | Konvensi yang
dibuat di hadapan Notaris Bambang Kusindarto, SH. untuk pengurusan proses
peralihan hak (baik nama) atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03779 atas
nama Penggugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa bukt surat T.1.2 sama dengan bukti surat T.T-3, buki
surat T.14 sama dengan buki surat T.T-1, dan buki surat T.1-5 sama dengan buki
surat T.T-2, sehingga alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Turut Tergugat
Konvensi telah pua menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat l Konvensi;

Menimbang, bahwa dari uraian perimbangan nilai kesaksian yang diajukan
oleh masing-masing pihak dikaitkan dengan bukti-bukii surat masing-masing pihak,
maka terhadap keterangan saksi Para Penggugat Komvensi JACKY MANOPO
temyata oleh Tergugat | Komvensi telah dapat membukikan sebaliknya, sedangkan
saksi JACKY MANOPO kesaksiannya hanya didasarkan oleh perbuatan sepihak
yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi tanpa melibatkan Tergugat | Korvensi yang
lebih berkepentingan dalam hal ini, sehingga keterangan saksi JACKY MANOPO
haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari perimbanganperimbangan di atas, Majelis Hakim
berpendirian bahwa alat-alat buki yang digjukan oleh Tergugat | Konvensi dan Turut
Tergugat Konvensi telah dapat melumpuhkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para
Penggugat Komvensi serta Tergugat | Korvensi dan Tergugat Il Konvensi, oleh
karena itu Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat membuktikan
kebenaran dalil-dalil gugatannya, mengenai perjanjan hutang pistang antara Para
Penggugat Kornvensi dengan Tergugat | Konvensi adalah perjanjan pura-pura;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat
Konensi terntang perbuatan melawan hukum vyang dilakukan oleh Tergugat |
Konvensi, Tergugat I Kormvensi dan Tergugat Il Komvensi dengan membuat

perjanjan pura-pura sebagaimana petitum poin 2 (dua), oleh karena peranjan yang
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dilakukan oleh Para Penggugat Kormvensi dan Tergugat | Korvensi bukaniah
peranjan pura-pura, maka petitum tentang perbuatan melawan hukum ini haruslah
ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), poin 4 (empat), dan poin 6
(enam) oleh karena petitum-petitum tersebut berkaitan erat dan mendasarkan pada
petitum nomor 2 (dua) sedangkan petitum nomor 2 (dua) telah ditolak maka petitum-
petitum tersebut haruslah ditolak juga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat Kormvensi poin 5 (ima)
mengenai Penggugat I Komvensi adalah syah sebagai pemilik atas sebidang tanah
dan bangunan rumah, Sertifikat Hak Miik Nomor 03779/ Potorono, Surat Ukur
No.02370/Potorono/2009, tanggal 29 Aprl 2009 atas nama UUN SUMARN
sebagaimana poin 5 (ima), dimana menurut Majelis di dalam Sertifikat tanah tersebut
nama pemegang haknya adalah UUN SUMARNV Penggugat I Konvensi, dan Para
Tergugat Konvensi juga tidak membantah bahwa pemilk atas sebidang tanah dan
bangunan rumah sebagaimana sertfikat di atas adalah Penggugat I Konvensi,
sehingga menurut Majelis Hakim petitum poin 5 (ima) ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 7 (uuh) yang menyatakan menghukum
tuut tergugat unik tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini, oleh karena
terhadap tuntutan demikian dimungkinkan untuk dimintakan terhadap Turut Tergugat
(Putusan Mahkamah Agung No.201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976), maka
petitum poin 7 (tujuh) ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 (delapan) karena pada
prinsipnya Para Penggugat Komvensi berada pada pihak yang kalah, maka petitum
poin 9 (sembilan) Para Penggugat Kormvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9 (sembilan) karena pada
prinsipnya Para Penggugat Konvensi berada pada pihak yang kalah, maka Para
Penggugat Komvensi harus dihukum untiuk membayar segala biaya yang timbul
karena perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut diatas gugatan Para
Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI :

Menmbang, bahwa maksud dan fuuan gugatan Penggugat Rekornvensi/
Tergugat | Kovensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa semua perimbanganperimbangan hukum dalam
konpensi secara mutatis mutandis Majelis Hakim ambil alih sebagai perimbangan

dalam rekonpensi;
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Menimbang, bahwa yang menadi pokok persengketaan kedua belah pihak
adalah dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat | Korvensi mengenai :

1. Apakah benar antara Penggugat Rekowvensi/ Tergugat | Kovensi dengan Para
Tergugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Tergugat NI Konvensi telah
melakukan perjanjan hutang piutang sebagaimana dalam Perjanjan Hutang
Piuang Dengan Jaminan tanggal 25 Februari 2013, Surat Pemyataan Hutang
dan Permpanangan Jangka Waktu Pembayaran Hutang No.l tanggal 18 Januari
2014 serta Akta Kuasa Untuk Menjual Tanah No.02 tanggal 8 Juii 2013 ?

2. Apakah benar Para Tergugat Rekormvensi telah melakukan ingkar janj/
wanprestasi  dengan  tdak  melaksanakan  kewajbannya  mengembalikan
pinamannya kepada Penggugat Rekorvensi sesuai dengan wakiu yang telah
disepakati ?

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh
Para Tergugat Rekomvensi karena perjanjan hutang piutang antara Para Tergugat
Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah perjanjan pura-pura  dimana
sebenamya yang berhutang kepada Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat |l
Konvensi, dan Surat Kuasa Untuk Menjual tersebut bertentangan dengan Undang-
Undang Hak Tanggungan sehingga batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim
pedu memperimbangkan terebih dahuu mengenai ada atau fidakrya perjanjan
hutang piutang antara Penggugat Rekormvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HR Penggugat Rekonvensi
berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, balhwa Penggugat Rekomvensi/ Tergugat | Korvensi untuk
menguatkan dalinya telah mengajukan alat bukti berupa buki surat yaitu buki PR-1
sampai dengan PR5 dan buki saksi sebanyak 1 (satu) orang vaitu YOHAN
RISTRIYANTO;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekorvensi/ Para Penggugat Korvensi
uniuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa buki TR-1
sampai dengan TR-6 dan buki saksi sebanyak 2 (dua) orang vaitu 1. JACKY
MANOPO, 2. MAM SYAFT

Menimbang, bahwa bukii surat Penggugat Rekorvensi sama dengan buki
yang diajukan dalam gugatan Komvensi vaitu PR-1=T.F1, PR-2=T.2, PR-3=T}3,
PR-4=T.H, PR5=TI}I5 dan bukii surat Para Tergugat Rekorvensi sama dengan buki
yang diajukan pada saat gugatan Korvensi yaitu TR-1=P-1, TR-2=P-2, TR-3=P-
3, TR4=P4, TR-5=P-5, TR6=P-6 ;
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Menimbang, bahwa terhadap alat buki Penggugat Rekonvensi/ Tergugat |
Rekonvensi maupun alat buki Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi
telah dipeimbangkan di dalam perimbangan hukum dalam gugatan konvensi,
sehingga Majelis Hakim akan mengambil alh perimbangan tersebut dalam perkara
rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa mengenai ada atau tidaknya pefjanjan hutang piutang
antara  Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi  telah
dipeimbangkan di dalam perimbangan hukum dalam gugatan kormvensi dan dengan
mengambil alh perimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi
peranjan hutang pistang antara Penggugat Rekorvensi dengan Para Tergugat
Rekonvensi pada tanggal 25 Februari 2013 sebagaimana Peranjan Hutang Piutang
tetanggal 25 Februari 2013, dan ditindak lanui dengan Akta Notaris berupa Surat
Pemyataan Perpanjangan Hutang dan Jangka Waktu Pembayaran Hutang dan Akta
Kuasa Menual Tanah, dengan Penggugat Rekonvensi sebagai kreditr dan Para
Tergugat Rekonvensi sebagai debitur;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekorvensi poin 2
mengenai Pefjanjan Hutang Piutang Dengan Jaminan yang dilakukan dibawah
tangan tertanggal 25 Februari 2013 maupun Surat Pemyataan Hutang dan Jangka
Waktu Pemanangan Pembayaran Hutang No.O1 tanggal 8 Juli 2013 serta Akia
Kuasa Menual Tanah No.02 tanggal 8 Jui 2013 dinyatakan dibuat menunit keadaan
yang sebenamya, dibuat oleh semua pihak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaarv
tekanan maupun unsur penipuan dar pihak manapun serta dibuat menurnut ketentuan
Undang-Undang yang berlaku, akan diperimbangkan sebagai berkut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih perimbangan hukum dalam
gugatan korvensi, maka Hakim berpendapat peranjan hutang piuang antara
Penggugat Rekorvensi dengan Para Tergugat Rekowensi dilakukan  menurut
keadaan yang sebenamya dengan tanpa ada paksaary tekanan dari pihak manapun
juga;

Menimbang, bahwa mengenai Perjanjan Hutang Piutang yang dilkukan di
bawah tangan, Surat Pemyataan Hutang dan Jangka Wakiu Perpanjangan
Pembayaran Hutang No.Ol tanggal 8 Jui 2013 serta Akta Kuasa Menjual Tanah
NoO2 tanggal 8 Jui 2013 dibuat menurut ketentuan Undang-Undang akan
dipeimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 BW, syarat sahnya suatu
perjanian adalah :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
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3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-perimbangan di atas, antara
Penggugat Rekomvensi dan Para Tergugat Rekomvensi telah terjadi  suatu
kesepakatan mengenai adarmya hutang piutang dimana Penggugat Rekorvensi
sebagai kreditur dan Para Tergugat Rekonvensi sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1330 BW, seseorang dikatakan tidak
cakap apabila belum dewasa dan berada di bawah pengampuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 BW, maka yang dimaksud
dengan yang belum dewasa adalah adalah mereka yang belum mencapai umur
genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa UU Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan untuk dapat menghadap
Notaris harus memenuhi salah satu syarat bahwa penghadap paling rendah berumur
18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disampaikan oleh para pihak di
depan persidangan, mengenai syarat bak yang di atur di dalam BW maupun
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah dapat terpenuhi oleh para pihak;

Menimbang, bahwa baik di dalam Perfjanjan Hutang Piutang yang dilakukan
di bawah tangan, maupun Surat Pemyataan Hutang dan Jangka Wakiu
Permpanjangan Pembayaran Hutang No.O1 tanggal 8 Jui 2013, yang menjadi pokok
persetyuannya adalah uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah), sedangkan di dalam Akta Kuasa Menual Tanah No.02 tanggal 8 Jui 2013
pokok persetjuannya mengenai tanah sebagaimana di dalam Sertifikat Nomor
03779 seluas 448 n? (empat ratus empat puiuh delapan meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkkan perimbangan sebagaimana dalam
perimbangan gugatan korvensi, peranjan yang dibuat oleh para pihak bukan
merupakan perjanjan pura-pura oleh karena sebab yang dilarang;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perjanjan sebagaimana dalam Akta
Kuasa Menual Tanah, setelah Majelis Hakim meneliti lebih lanut isi dari pefjanjan
tersebut temyata pihak pertama dalam hal ini Tergugat | Rekorvensi memberikan
kuasa yang seluas-Huasnya kepada penerima kuasa dalam hal ini Pengguggat
Rekonvensi untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan pokok
yang diperjanjkan, sehingga Akta Kuasa Menual Tanah ini dapat dikategorikan
sebagai surat kuasa mutiak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak
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Atas Tanah dalam dikium kedua, penggunaan surat kuasa mutiak ini telah dilarang
dalam pemindahan hak atas tanah, sehingga dengan demikan Akta Kuasa Menjual
Tanah ini  bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan  harus
dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin 2 (dua) gugatan
rekonvensi, sepanjang mengenai Perjanjan Hutang Piuang yang dilakukan di bawah
tangan, maupun Suwat Pemyataan Hutang dan Jangka Waktu Perpanjangan
Pembayaran Hutang No.01 tanggal 8 Juli 2013 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin 2 (dua) gugatan
rekonvensi, sepanjang mengenai Akta Kuasa Menual Tanah No.02 tanggal 8 Juli
2013, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), dan poin 4 (empat) oleh
karena petitum-petitum tersebut berkaitan erat dan mendasarkan pada petitum nomor
2 (dua), sedangkan petitum nomor 2 (dua) sepanjang mengenai Perjanjan Hutang
Piutang yang dilakukan di bawah tangan, maupun Surat Pemyataan Hutang dan
Jangka Waktu Perpanjangan Pembayaran Hutang No.O1 tanggal 8 Juli 2013 haruslah
dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 (ima) akan diperimbangkan
sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekorvensi poin 6 (enam)
akan diperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menuut Subekti, bentuk wanprestasi ada 4 macam,
yaitu:

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
Melaksanakan apa yang dijanjkannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjkan ;
Melakukan apa yang dijanjkannya tetapi tedambat ;

A LD PRF

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1238 BW yang berbunyi “Si berutang
adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu
telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendir, ialah jika ini menetapkan bahwa si
berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-perimbangan di atas dimana
antara Penggugat Rekormvensi dan Para Tergugat Rekonvensi telah membuat
pefjanjan hutang piutang dengan Penggugat Rekonvensi sebagai kreditr dan Para
Tergugat Rekornvensi sebagai Debitur, dimana berdasarkan Perfjanjan Hutang
Pivang Dengan Jaminan (PR-1=TT-2) yang dibuat secara dibawah tangan yang
kemudian diperbaharui dengan Akta Notaris berupa Surat Pemyataan Perpanjangan
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Hutang dan Jangka Wakiu Pembayaran Hutang (PR<4 = TT-1), hutang Para Tergugat
Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tjuh juia lima
ratus ribu rupiah) yang terdiri atas hutang pokok sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus
ima puiuh juta rupiah) dan keuntungan yang belum dibayar sebesar Rp.7.500.000,00
(tjuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu perpaniangan pembayaran
hutang tanggal 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalikdalil Para Tergugat Rekorvensi sendiri
menyatakan tidak melaksanakan isi pefjanjan hutang piutang tersebut karena
menurut Para Tergugat Rekorvensi yang melakukan peminaman uang terhadap
Penggugat Rekornvensi adalah Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah mengakui
tidak melaksanakan isi perjanjan hutang piutang yang dibuatnya sesuai dengan
jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Peranjan Hutang Piutang Dengan
Jaminan (PR-1=TT-2) vyang dibuat secara dibawah tangan yang kemudian
diperbaharui dengan Akta Notaris berupa Surat Pemyataan Perpanjangan Hutang
dan Jangka Wakiu Pembayaran Hutang (PR4 = TIT-1), maka Majelis Hakim
bemendapat Para Tergugat telah lalai (wanprestasi) karena perikatannya sendiri
terhadap Penggugat Rekorvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbanganperimbangan tersebut di
atas, maka petitum gugatan rekonvensi poin 6 (enam) sepanjang mengenai Para
Tergugat Rekorvensi telah lalai (wanprestasi) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekorvensi point 5
berkaitan erat dengan petitum Penggugat Rekorvensi poin 6 yang menyatakan untuk
menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menjual sebidang tanah berikut
bangunan yang dijadikan sebagai obyek jaminan yang hasil penjualannya
dipergunakan untuk melunasi seluruh hutangnya akan dipeimbangkan sebagai
berikut :

Menimbang, balwa dalam perjanjan antara Para Penggugat Konvensi/ Para
Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat | Konvensi/ Penggugat Rekorvensi meskipun
diperjanjkan yang menjadikam tanah dengan Setifikat Hak Milik No. 02370/Potorono
sebagai jaminan, namun jaminan tersebut bukan jaminan kebendaan sebagaimana
diatr dalam buku I BW dan Undang-Undang Hak Tanggungan sehingga hanya
merupakan jaminan perorangan dan tidak dapat dipaksakan untuk dijual lelang untuk
melunasi  hutang antara Para Penggugat KonensiPara Tergugat Rekorvensi
dengan Tergugat | Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbanganperimbangan  tersebut
diatas maka petitum gugatan rekorvensi poin 5 dan petitum gugatan rekonvensi yang
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menyatakan untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menjual sebidang
tanah berikut bangunan yang dijadikan sebagai obyek jaminan yang hasil
penjualannya dipergunakan untuk melunasi seluruh hutangnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekorvensi poin 7 (tujuh) akan
dipeimbangkan sebagai berikut

Menimbang, terhadap petitum mengenai pembayaran hutang pokok sebesar
Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tuuh juta ima ratus ribu rupiah), oleh karena di
dalam Suat Pemyataan Pemanangan Hutang dan Jangka Waktu Pembayaran
Huang (PR4 = TT-1) telah ditegaskan hutang Para Tergugat Rekonvensi kepada
Penggugat Rekomvensi seluruhnya sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh
tuuh juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim haruslah dikabukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai bunga sebesar dua koma
ima persen (25%) terhitung sejak jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2013 sampali
dengan diajukannya jawaban gugatan korvensinya tanggal 15 September 2013 atau
sebanyak 13 (tiga belas) kali Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tuuh juta lima
ratus ribu rupiah) akan Majelis Hakim perimbangkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa menuut Majelis Hakim bunga dua koma lima persen
(25%) per buan sebagaimana petitum Penggugat Rekorvensi adalah sangat
berebihan, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor
63K/Pdtf1987 tanggal 15 Oktober 1988, maka bunga yang wajar yang dapat
dimintakan adalah sebesar enam persen (6%) per tahun.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1250
KUHPerdata maka cukup tepat dan adil apabila Para Tergugat Rekonvensi dihukum
utuk membayar bunga sebesar enam persen (6%) per tahun darn
Rp.157.500.000,00 (seratus lima puuh tuuh juia lima ratus ribu rupiah) per tahun
terhitung sejak gugatan Rekorvensi ini didaftarkary dimintakan di Pengadilan Negeri
Bantul (tanggal 16 September 2013 sebagaimana jawaban gugatan konvensi/
gugatan rekonvensi diajukan di Pengadilan) sampai dengan terpenuhinya kewajiban
oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekornvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran denda keterlambatan penualan
barang jaminan akan diperimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa  meskipun di dalam Surat Pemyataan Perpanjangan
Hutang dan Jangka Wakiu Pembayaran Hutang (PR<4 = TT-1) sudah ditentukan
mengenai  kewajiban Para Tergugat Rekormvensi uniuk menual sebidang tanah
jaminan paling lambat tanggal 15 Oktober 2013, akan tetapi karena untuk jual beli
berkaitan dengan pihak lain selaku pembel, sehingga dalam hal ini Para Tergugat
Rekonvensi tidak dapat menentukan apakah tanah yang dijadikan jaminan ini ada
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pihak ketiga yang akan membelnya ataukah tidak. Oleh karena itu menurut Majelis
Hakim sangat tidak adil apabila kewajban untuk menual tanah jaminan hanya
dibebankan kepada Para Tergugat Rekonvensi saja, terebih tanah dimaksud sudah
dijaminkan kepada Penggugat Rekomvensi dan Sertifikat atas tanah jaminan tersebut
juga berada di tangan Penggugat Rekonvensi, sehingga sepantasnya demi
kepentingan Penggugat Rekonvensi sendir, Penggugat Rekorvensi juga dibebani
kewajiban untuk mencarikan pembeli atas tanah jaminan tersebut, sehingga dengan
demikian petitum mengenai denda ketedambatan penualan tanah jaminan ini
haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin 7 (tujuh)
gugatan rekonvensi, sepanjang mengenai hutang Para Tergugat Rekorvensi kepada
Penggugat Rekomvensi seluruhnya sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh
tuuh juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar bunga sebesar enam persen (6%) per
tahun dari Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tuuh juta lima ratus ribu rupiah) per
tahun terhitung sejak gugatan Rekonvensi ini didaftarkary dimintakan di  Pengadilan
Negeri Bantul (tanggal 16 September 2014 sebagaimana jawaban gugatan konvensi/
gugatan rekonvensi diajukan di Pengadilan) sampai dengan terpenuhinya kewajiban
oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 mengenai gant kerugian
immateriil sebagai ganti rugi atas pencemaran nama baik Penggugat Rekorvensi
sebesar Rp.300.000.000,00 (iga ratus juia rupiah) akan diperimbangkan sebagai
berikut

Menimbang, bahwa menuut Majelis Hakim untuk menuniut suatu - gant
kerugian Penggugat Rekonvensi harus dapat membuktkan bahwa kerugian tersebut
secara nyata telah diderita oleh dirinya. Apabila hal tersebut berupa ganti rugi materiil
maka kerugian harus merupakan kerugian yang rnyata teradi atau kehilangan
keuntungan potensial yang diakibatkan oleh tidak dilaksanakannya perjanjan oleh
Para Tergugat Rekorvensi. Kemudian apabila berupa ganti rugi immateril berupa
nama baik yang rusak, maka harus dapat dibukikan dengan rusaknya nama baik
Penggugat Rekonvensi telah menyebabkan Penggugat Rekomvensi  mengalami
kerugian yang dapat dinilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam menuntut gant rugi immateril Penggugat
Rekonvensi harya menyebutkan dengan rusaknya nama baik maka Penggugat
Rekomvensi telah mengalami  kerugian, tanpa membukikan adarya kerugian yang
dapat dinlai secara ekonomis akibat perbuatan yang dilakukan Para Tergugat
Rekonpensi yang mengatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan

melawan hukum;
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Menimbang, bahwa dengan berpegang pada prinsip hukum acara perdata
yang menyatakan setiap dall harus dibuktkan oleh yang mendalikan, oleh karena
Penggugat Rewonpensi  tidak dapat membuktkan nilai kerugian yang dideritanya
maka petitum poin 8 (delapan) gugatan rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9 (sembilan) gugatan rekonvensi,
karena petitum ini berkaitan dengan dengan keberadaan Akta Kuasa Menual Tanah
yang telah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dalam petitum poin 2 (dua),
maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 10 (Sepuluh) agar putusan ini
dapat dilaksanakan terebih dahuu, oleh Mahkamah Agung telah diberikan
pengaturan yang ketat mengenai permohonan pengabuian petitum ini sebagaimana
dalam SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Prowvisionil serta
dikuatkan kembali dengan SEMA No.4 Tahun 2001 tentang Permmasalahan Putusan
Serta Merta dan Prouvsioni, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim tidak
mengabukannya kecuali dipenuhinya beberapa syarat baik di dalam SEMA No.3
Tahun 2000 maupun di dalam pasal 180 ayat (1) HR, dan temyata oleh Penggugat
Rekonpensi  syarat-syarat limitatif tersebut tidak dipenuhi, sehingga petitum ini
haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 11 (sebelas) karena pada
prinsipnya Para Tergugat Rekorvensi berada pada pihak yang kalah, maka Para
Tergugat Rekorvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul
karena perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut di atas, gugatan
Rekomvensi Penggugat Rekonvensi dikabukan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat
Rekonvensi baik dalam perkara gugatan korvensi maupun gugatan rekonvensi
berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat Korvensi/ Para Tergugat
Rekormvensi harus  dihukum untiuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini
diucapkan berjumlah Rp. 2.042.000,00 (dua juta empat puluh dua ribu rupiah);

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM PROQVISI

- Menolak gugatan prousionil Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;

2. Menyatakan Penggugat I Korvensi adalah syah sebagai pemilk atas sebidang

tanah dan bangunan rumah, Sertifikat Hak Milik No.03779/Potorono, Surat Ukur
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No.02370/Potorono/2009, tanggal 29 April 2009, luas : 448 n? (empat ratus
empat puluh delapan meter persegi), atas nama UUN SUMARN|, yang terletak di
Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

3. Menghukum Turut Tergugat Korvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan
perkara ini;

4. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Meretapkan bahwa pefanjan dibawah tangan tertanggal 25 Februari 2013
maupun  Surat Pemyataan Hutang Dan Jangka Wakiu Perpanangan
Pembayaran Hutang No 01 tanggal 08 Jui 2013 yang dibuat dihadapan
BAMBANG KUSINDARTO, SH, Notaris di Bantul dibuat berdasarkan menurut
keadaanfakta-fakta yang sebenamya, dibuat oleh  semua pihak dalam
keadaan sadar tanpa ada paksaary tekanan maupun unsur penipuan dari pihak
manapun serta dibuat menurut ketentuan undang undang yang beraku;

3. Meretapkan bahwa isi pefianjan dibawah tangan tertanggal 25 Februari 2013
maupun  Surat Pemyataan Hutang Dan Jangka Wakiu Perpanangan
Pembayaran Hutang No 01 tanggal 08 Jui 2013 yang dibuat dihadapan
BAMBANG KUSINDARTO, SH, Notaris di Bantul tersebut syah menurut hukum
dan mempunyai kekuatan hukum;

4. Menretapkan bahwa hubungan hukum hutang piutang  yang sebenamya
berdasarkan pernjanjan dibawah tangan tertanggal 25 Februari 2013 maupun
Surat Pemyataan Hutang Dan Jangka Wakiu Perpanangan  Pembayaran
Hutang No 01 tanggal 08 Jui 2013 yang dibuat dihadapan Notaris BAMBANG
KUSINDARTO, SH, adalah Penggugat Rekonvensi sebagai kreditr serta
Tergugat | Rekorvensi dan Tergugat 1| Rekonvensi dalam kedudukannya
sebagai debitur sekaligus pemilik jaminan;

5. Menyatakan Tergugat | Rekorvensi dan Tergugat | Rekorvensi telah melakukan
perbuatan ingkar janj (wanprestasi) dan menghukum kepada Tergugat |
Rekonvensi dan Tergugat I Rekonvensi  uniuk melunasi prestasi berupa hutang
berdasarkan pernjanjan dibawah tangan tertanggal 25 Februari 2013 maupun
Surat Pemyataan Hutang Dan Jangka Wakiu Perpanjangan Pembayaran
Huang No 01 tanggal 08 Jui 2013 yang dibuat dihadapan Notaris BAMBANG
KUSINDARTO, SH.;

6. Menretapkan jumlah hutang pokok sejumiah Rp.157.500.000,00 (seratus lima
puuh tuuh juta ima ratus ribu rupiah), dengan bunga sebesar enam persen (6%)
per tahun terhitung sejak gugatan Rekorvensi ini didaftarkary dimintakan di
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Pengadilan Negeri Bantul (tanggal 16 September 2014) sampai dengan
terpenuninga kewajiban oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat
Rekorvensi;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekorvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Komvensi/ Para Tergugat Rekormvensi —untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.042.000.00 (dua jua empat puiuh dua
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemmusyawaratan Majelis  Hakim
Pengadilan Negeri Bantu, pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015, oleh kami TITK
BUDI WINART], SH. MH., sebagai Hakim Ketua, INTAN TRI KUMALASAR], SH. dan
BOYKE BS. NAPIMTUPULU, SE. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
ditunuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor
24/Pen/PdtG/2014/PN.BTL, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Januar
2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim Ketua dengan
dihadii oleh para Hakim Anggota tersebut, SHINTA KASARL SH. Panitera
Pengganti, Kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa
Tergugat | Korvensi/ Penggugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Korvensi, Tergugat
Il Konvensi, dan tanpa dihadii Tuut Tergugat Korvensi ;

Hakim-hakim Anggota : Hakim Ketua,

INTAN TRI KUMALASARI, SH. TITK BUDI WINARTI, SH. MH.

BOYKE B.S. NAPITUPULU, SE. SH.
Panitera Penggant,

SHNTA KASARI, SH.
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Perincian biaya :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 99.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 1.062.000,-
- Redaksi Putusan . Rp. 5.000,-
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.1.202.000,-
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